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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama . dr. APRIL, M.Kes

Jabatan . KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak

kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI LUWU TIMUR KEPALA PELAKSANA

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM dr. APRIL, M.Kes



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2026
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2 3 4
0,68
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (sedang)
1 | Penanggulangan Bencana
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana 100%
2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah NILAI AKIP Perangkat Daerah 76 (BB)
Program Anggaran Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Kabupaten/Kota Rp 5.456.518.706,- APBD
2. Penanggulangan Bencana Rp 2.348.327.750,- APBD
Rp 7.804.846.456,-

BUPATI LUWU TIMUR ,

(Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM)

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA,

i

(dr. APRIL, M.Kes)




LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah proses peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk
mengurangi risiko dan menangani bencana melalui berbagai upaya seperti kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, sistem
informasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Ini merupakan upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana dan menciptakan
masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazar
(ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk
menurunkan ancaman (Hazar) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita
kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka
peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan
kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan
berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal
1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib
daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi
indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring
serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan
sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran

penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.



Keterkaitan antara meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan layanan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana adalah sangat erat; SPM menjadi tolok ukur dan panduan bagi daerah untuk meningkatkan
kapasitasnya, yang pada akhirnya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam penanggulangan bencana, seperti
informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penyelamatan. Dengan kata lain, implementasi SPM mendorong daerah untuk
membangun kapasitasnya melalui komitmen anggaran, kebijakan, perencanaan, koordinasi, serta sosialisasi dan pelatihan untuk
mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Meningkatkan Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk
memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan
layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih
baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah

diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana.

Indikator Kinerja 1 “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi

Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu
langkah strategis yang dapat dilakukan daerah
untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

adalah instrumen untuk Hasil Penilaian 7

mengukur  kapasitas daerah
dengan asumsi bahwa bahaya
atau ancaman bencana dan
kerentanan di daerah tersebut
kondisinya tetap. Adapun Score
IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39
(rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang)
dan 0,8 s.d 1 (tinggi)

Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu
mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan
dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan
untuk menurunkan  risiko bencana. Dan dari
penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar
ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan
turun.

Parameter IKD
dengan 7 Prioritas
dan 71 indikator
dan 284
pertanyaan .

InaRISK BNPB,
BPBD, OPD terkait
dan Instansi Vertikal




Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Target

Penjelasan

Indeks Ketahanan Daerah
(IKD)

0,66 (sedang)

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 0,66
sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra
sebesar 0,66. Hal yang menjadi dasar penetapan target
tahun 2026 adalah realisasi sebelumnya yaitu 0,65
(predikat sedang).

Indikator Kinerja 2 “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”

URAIAN

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan Sumber data

Indeks Capaian SPM adalah
instrumen untuk mengukur
tingkat capaian  standar
pelayanan  minimal  yang
dilaksanakan oleh pemerintah
daerah sesuai
kewenangannya

Indeks Capaian SPM menggambarkan
tingkat pemenuhan layanan SPM yang
dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks
capaian SPM berarti semakin meningkat
layanan dasar yang diberikan kepada
masyarakat.

Indeks Capaian SPM = Persentase
pencapaian mutu minimal layanan

dasar x Bobot Mutu (20%) + Laporan SPM
Persentase pencapaian penerima BPBD dan OPD
layanan dasar x Bobot Penerima terkait

layanan (80%)




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 100%
sesuai dengan target renstra sebesar 100%. Penetapan
target 100% disesuaikan dengan target nasional yang
harus dicapai setiap tahunnya sesuai dengan
Permendagri 101 Tahun 2018 dimana target SPM adalah

Indeks Capaian SPM Sub Urusan

100% setiap tahun
Bencana

100% setiap tahun

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka
penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang
dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas
perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka
perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun
2014.



e Indikator Kinerja “ NILAI AKIP Perangkat Daerah*
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja

yang akan diwujudkan yaitu

URAIAN

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, yang mana
sistem ini merupakan integrasi dari system
perencanaan, sistem penganggaran dan
system pelaporan kinerja yang selaras
dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas
keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Perangkat daerah merupakan salah satu
prasyarat untuk terciptanya pemerintahan
yang baik. Nilai AKIP yang tinggi
menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam
pelayanan publik, serta komitmen dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan

NILAI AKIP Hasil
LHE Inspektorat

Laporan Kinerja
BPBD & LHE
Inspektorat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 76
NILAI AKIP Perangkat Daerah 76 (BB) Predikat (BB). Penetapan target ini disesuaikan dengan
realisasi tahun sebelumnya.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawabh ini :

Nama . ISKANDAR MUDA, S.So0s.,M.Si

Jabatan . KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan . KEPALA  PELAKSANA  BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA PELAKSANA KEPALA BIDANG
b PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN

g% e

dr. APRIL, M.Kes ISKANDAR MUDA, S.Sos.,M.Si



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJAN ESELON IIl TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tahun Anggaran 2026
No. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET

(€] @) ©)] 4

| Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan 100%

" | kesiapsiagaan terhadap bencana Bencana
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi

1. | masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan rawan bencanag gara yang P y 100%
langkah-langkah penanggulangan bencana
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan lah K kel K di k
edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara Jumlah warga negara termasuk kelompo rentan di kawasan rawan

2 bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi,

a. | termasuk kelompok rentan per jenis ancaman inf id dukasi Lo b da di 250 Orang
bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di
kawasan tempat tinggalnya kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
Meningkatkan kesadaran masyarakat, Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan

2. | mempersiapkan masyarakat terhadap potensi h 9 K 9arg P h yang P y 100%
bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara,

a. | individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana 79 Unit
terhadap bencana Kabupaten/Kota di kawasan tempat tinggalnya
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi I : L
penanganan darurat bencana dan keberfungsian Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk

b. | sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana menguji ef_ektlwtas SOoP dan keberfungsian sarana prasarana dalam 250 Orang
Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis
kawasan rawan bencana ancaman) Kabupaten/Kota
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan

c bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap 200 Keluaraa

" | Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan bencana alam 9

kesiapsiagaan menghadapi bencana
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana)

q bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki 4 Kawasan

Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana

mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi
bencana




Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota

Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC

- PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki 50 Orang
yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan .
kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
awal darurat bencana
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Jumlah dokumen rencana kontijensi kabupaten/kota (per jenis
Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling 2 Dokumen
sah dan legal lama dalam 1 (satu) tahun
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi . .
(pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pgsdalops)
i dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan 1 Laporan
dan legal serta dukungan penyediaan sarana S ; X
L jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan
untuk warga negara termasuk kelompok rentan di bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan 1 Kawasan
kawasan rawan bencana Kabupaten/Kot dan mitigasi bencana
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh
pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta
meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan 100%
melalui penyusunan regulasi, penguatan efektif dan efisien 0
kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan
sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan
. . 3 Dokumen
Penanggulangan Bencana di Daerah Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
. 1 Dokumen
Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana (Dokumen)
gg;ig?::nya data penduduk terpilah di daerah rawan Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) 1 Laporan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
I.  Penanggulangan Bencana
1. Pelayanan Rawan Informasi Rawan Bencana Bencana Kabupaten/Kota Rp  50.773.100,- APBD
a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp 50.773.100,- APBD




Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kabupaten/Kota

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/Kota

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Penguatan kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Terhadap

Bencana Kabupaten/Kota

h. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten/Kota

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

b. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota

c. Fasilitas Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kab/Kota

@ 0oo0cC

Rp 1.659.292.700,- APBD
Rp  75.750.000,- APBD
Rp 21.464.650,- APBD
Rp 21.022.100,- BPBD
Rp 1.247.172.850,- APBD
Rp 40.616.300,- APBD
Rp 188.483.250,- APBD
Rp 16.423.800,- APBD
Rp 48.359.750,- APBD
Rp 42.392.100,- APBD
Rp 10.416.200,- APBD
Rp 17.019.900,- APBD
Rp 14.956.000,- APBD
Rp 1.752.457.900,-

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN &
KEPALA PELAKSANA, KESIAPSIAGAAN,

I o

(dr. APRIL, M.Kes) ISKANDAR MUDA, S.So0s.,M.Si



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Penjelasan

Kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah tingkat mutu atau efektivitas layanan dalam upaya mengurangi
risiko bencana serta meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Kualitas layanan harus meningkat untuk mengurangi
risiko dan dampak buruk bencana melalui berbagai aktivitas seperti edukasi, simulasi, penyusunan rencana, hingga pembangunan
infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat dan wilayah lebih tangguh dan mampu menghadapi ancaman bencana. Layanan
ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Dasar hukum untuk meningkatkan kualitas layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi dasar untuk menyelaraskan

kebijakan daerah dengan standar nasional.

Persentase
Cakupan
Penyebaran
Informasi dan
Edukasi Rawan
Bencana

adalah tingkat atau sejauh
mana informasi dan pendidikan
tentang potensi bencana telah
disebarluaskan kepada
masyarakat di wilayah rawan
bencana. Ini mencakup kegiatan
seperti sosialisasi, komunikasi,
dan pendidikan untuk
meningkatkan kesadaran dan
kemampuan masyarakat dalam
menghadapi ancaman bencana
melalui tindakan pencegahan
dan mitigasi.

Persentase cakupan
informasi dan
bencana berhubungan
langsung dengan peningkatan kualitas
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana. Semakin luas cakupan
penyebaran informasi dan edukasi,
semakin tinggi tingkat pengetahuan
masyarakat tentang risiko  bencana,
sehingga mereka mampu mengenali
tanda bahaya, membuat rencana
mitigasi, dan meningkatkan
kesiapsiagaan, yang pada akhirnya
mengurangi dampak bencana .

penyebaran
edukasi

Jumlah penduduk yang
mendapatkan informasi
dan edukasi

Jumlah total penduduk di
kawasan rawan bencana

x 100

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan



Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan
bencana
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan adalah

bagian dari upaya mitigasi bencana dan merupakan kunci dalam membangun komunitas yang tangguh bencana. Upaya ini memerlukan
pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor
swasta, dan masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk bencana, meningkatkan kesiapsiagaan,
dan membangun masyarakat yang tangguh. Ini dicapai dengan memberikan pemahaman tentang tanda-tanda awal, mempersiapkan
langkah pencegahan, mitigasi, dan respons yang efektif sebelum, saat, dan sesudah bencana. Kesadaran ini mencakup sikap waspada
dan tanggap terhadap ancaman bencana, sementara pengetahuan mencakup pemahaman tentang jenis bencana, penyebab, cara
pencegahan, mitigasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Dengan memiliki kesadaran dan
pengetahuan yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, meminimalkan korban jiwa dan kerugian, serta berperan
aktif dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap bencana. Dasar hukum terkait peningkatan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang potensi, risiko, dan penanggulangan bencana di Indonesia utamanya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini didukung oleh peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden Nomor
21 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat. Selain itu, Permendagri No.
101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota juga menjadi dasar untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar nasional.

Indikator Kinerja : ” Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Relevansi Menggambarkan Formula/Rumus
Kondisi Perbandingan
Persentase warga negara yang memperoleh | Semakin banyak warga yang
layanan informasi rawan bencana adalah ukuran | menerima informasi, semakin

Uraian/Definisi Sumber data

Jumlah warga negara yang

persentase warga yang telah menerima informasi | tinggi kesadaran dan memperoleh layanan Bidang
terperinci mengenai wilayah rawan bencana di | pengetahuan mereka, yang | _nformasirawanbencana .,
o o . Jumlah warga negara Pencegahan &
daerah mereka, termasuk potensi risiko dan cara | secara signifikan meningkatkan ana berada di kawasan e
yang Kesiapsiagaan
penanggulangannya. Ini mencakup warga yang | kesiapsiagaan dan kemampuan rawan bencana

tinggal di kawasan rawan bencana dan yang | untuk menanggulangi bencana.
berpotensi terpapar risiko tersebut.




Terlaksananya sosialiasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan
per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya

Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman
bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya adalah proses penyampaian pengetahuan, kesadaran,
dan keterampilan kepada masyarakat (termasuk kelompok rentan) tentang risiko bencana spesifik di wilayah mereka, serta cara-cara
mitigasi dan kesiapsiagaan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali ancaman, bertindak tepat, dan
meminimalkan kerugian. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan
bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada
setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan informasi bencana yaitu melalui pelaksanaan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Daerah Rawan Bencana. Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi dapat lebih
memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta
meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana

Indikator Kinerja “Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh
sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu)
tahun”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Perbandingan

Sumber data

Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan
di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
yang memperoleh sosialisasi, komunikasi,
informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman
bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
selama 1 (satu) tahun adalah target atau capaian
terukur mengenai seberapa banyak warga di
daerah rawan bencana yang telah diberikan
pemahaman dan pengetahuan spesifik tentang
jenis ancaman bencana yang ada di wilayah
mereka dalam kurun waktu satu tahun, dengan
perhatian khusus pada kelompok rentan.

Dengan terlaksananya Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
secara efektif dan terencana maka Jumlah
warga negara termasuk kelompok rentan di
kawasan rawan bencana yang memperoleh
sosialisasi, komunikasi, informasi dan
edukasi juga akan meningkat sehingga
maka akan semakin meningkat kesadaran,
kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat
dalam menghadapi bencana, sehingga
mampu mengurangi risiko, korban jiwa, dan
kerugian material.

Jumlah warga
(termasuk kelompok
rentan) di kawasan
rawan bencana
yang memperoleh
sosialisasi,
komunikasi,
informasi dan
edukasi

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan
rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, Target kinerja tahun 2026 di tetapkan
komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman 250 Orang sebanyak 250 org sesuai dengan
bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 target Renstra.

(satu) tahun

Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang
ditimbulkan

Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang
ditimbulkan adalah tujuan utama dari mitigasi bencana dan bagian integral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya sistematis yang secara umum disebut sebagai mitigasi bencana, yang
didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi,
dan kerusakan sumber daya alam. Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan
mengurangi dampaknya termasuk dalam layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana untuk mengurangi risiko dan
dampak yang mungkin timbul akibat bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana.



o Indikator Kinerja “Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana”
. . Relevansi Menggambarkan .
Uraian/Definisi Kond?s?i Formula/Rumus Perbandingan Sumber data
Persentase warga negara dan aparatur yan . Lo
9 9 P yang Semakin  tinggi  persentase
memperoleh layanan pencegahan dan
L warga dan aparatur yang
kesiapsiagaan terhadap bencana adalah .
. . mendapatkan layanan ini,
perbandingan jumlah warga negara dan \ .
. semakin besar potensi Jumlah warga negara yang memperoleh Bid
aparatur yang telah mendapatkan pelatihan, . layanan pencegahan dan Idang
. . . kesadaran dan kesiapan raya
penyuluhan, simulasi, atau program lainnya mereka, yang pada akhimya kesiapsiagaan terhadap bencana £ 100 Pencegahan &
ang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan ’ o Jumlah warga negara yang berada iapsi
yang J 9 P akan secara signifikan di kawasan rawan bencana Kesiapsiagaan

dan mengurangi risiko bencana, dengan total
seluruh warga negara dan aparatur yang
menjadi target program tersebut, khususnya
yang berada di daerah rawan bencana.

mengurangi dampak bencana
yang ditimbulkan.

a. Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana
kabupaten/kota

e Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, kelurga keluarga, dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana
Kabupaten/Kota adalah kondisi di mana pemerintah daerah menjamin ketersediaan APD yang memadai baik dari segi jumlah, jenis,
kualitas, dan standar keselamatan, yang mudah diakses oleh masyarakat dan petugas, serta selalu dalam kondisi siap pakai, untuk
digunakan pada tahap pra-bencana sebagai upaya pencegahan risiko maupun pada saat tanggap darurat guna melindungi keselamatan
dan kesehatan dari ancaman bencana. Tujuan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota
yaitu menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan individu, keluarga, dan petugas melalui ketersediaan APD yang memadai dan
siap pakai, sehingga risiko korban jiwa, cedera, dan dampak kesehatan akibat bencana dapat diminimalkan di tingkat kabupaten/kota.
Dasar hukum penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di tingkat kabupaten/kota adalah UU Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, didukung oleh PP Nomor 21 Tahun 2008, dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Pemerintah
daerah wajib menyediakan sarana kesiapsiagaan dan peralatan evakuasi sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-

urusan bencana



Indikator Kinerja “jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis
ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya”.
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan vyaitu :

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Penyediaan Peralatan Perlindungan
Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota adalah Upaya
terencana dan berkelanjutan pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam
menyiapkan, menyediakan, dan
memastikan ketersediaan peralatan
perlindungan keselamatan serta sarana
pendukung kesiapsiagaan bencana
yang memadai, sesuai risiko bencana
daerah, mudah diakses, dan siap
digunakan, guna melindungi masyarakat
dan petugas serta meningkatkan
kemampuan pencegahan,
kesiapsiagaan, dan respon cepat pada
tahap pra-bencana dan saat tanggap
darurat.

Ketersediaan peralatan perlindungan untuk
kesiapsiagaan terhadap bencana
kabupaten/kota menggambarkan tingkat
kesiapan kabupaten/kota dalam
melindungi masyarakat dan petugas serta
mendukung respon cepat dan aman
terhadap potensi bencana. Tersedia alat
perlindungan diri (APD) bagi individu,
keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan
terhadap bencana Kabupaten/Kota maka

akan meningkatkan ketahanan,
keamanan, dan kecepatan
respons dalam menghadapi situasi

darurat, yang secara signifikan mengurangi
risiko cedera, dampak kesehatan, serta
kerugian jiwa dan material akibat bencana

Jumlah peralatan perlindungan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana
yang diadakan

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator ini telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :
Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak79 unit tidak
Individu Warga Negara, Keluarga, maupun . sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen
. L 79 Unit .
Petugas sesuai dengan jenis ancaman Renstra karena terdapat beberapa peralatan perlindungan
bencana di kawasan tempat tinggalnya yang sangat penting dan mendesak untuk diadakan.




b. Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana

o Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan
terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana adalah latihan kesiapsiagaan
bencana atau gladi kesiapsiagaan bencana, yang bertujuan untuk menguji kesiapan dalam menghadapi bencana alam. Latihan ini
merupakan bagian penting dari tahapan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana, yang mencakup pengujian prosedur tetap (SOP) dan
kelayakan sarana prasarana penanganan darurat. Dasar hukum pelaksanaan uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat
bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang diperinci lebih lanjut melalui berbagai peraturan dari BNPB seperti
Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat. Peraturan ini menjadi landasan untuk
melakukan simulasi, seperti uji coba SOP, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana di tingkat kabupaten/kota, termasuk
melibatkan partisipasi warga di kawasan rawan bencana. Tujuan uji coba SOP penanganan darurat bencana dan kesiapsiagaan adalah
untuk menguiji efektivitas standar operasional prosedur (SOP) dan kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi bencana, sehingga
dapat mengurangi dampak bencana. Melalui uji coba ini, warga yang berada di kawasan rawan bencana dapat terlatih untuk secara
efektif melakukan evakuasi dan merespons situasi darurat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Keberfungsian sarana dan
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan kemampuan seluruh fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung yang telah
disiapkan untuk beroperasi secara optimal dalam mendukung upaya pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan saat terjadi bencana.
Keberfungsian ini menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, efisien,
dan berkesinambungan. Dalam rangka penerapan SOP pengendalian operasi penganan darurat bencana dan keberfungsian sarana
prasana kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan operasional di tingkat Kota/Kabupaten terkait SOP tanggap darurat dan

kesiapsiagaan sarana prasarana. Kegiatan ini meliputi kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.



Indikator Kinerja “ Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguiji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana

prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan
Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan | Sumber data

Jumlah warga negara yang mengikuti gladi
kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP
dan keberfungsian sarana prasarana dalam
pengendalian operasi penanganan darurat
bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota
adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana
partisipasi masyarakat dalam simulasi
penanggulangan bencana. Ini berfungsi sebagai
ukuran evaluasi atas kesiapan wilayah terhadap
bencana, meliputi kesiapan masyarakat dalam
mengikuti prosedur standar operasi (SOP) dan
kesiapan peralatan serta sistem pendukungnya
(sarana prasarana) untuk menghadapi berbagai
jenis ancaman bencana.

Jika jumlah warga yang
mengikuti gladi banyak, ini
mengindikasikan bahwa
program uji SOP dan sarana
prasarana kesiapsiagaan sudah
terlaksana dengan baik dan
melibatkan  partisipasi  aktif
masyarakat. Ini menunjukkan
adanya kesadaran dan kesiapan
masyarakat di kawasan rawan
bencana, yang merupakan
bagian dari tujuan utama
pelaksanaan gladi kesiapsiagaa.

Jumlah warga negara
yang mengikuti gladi kesiapsiagaan
terhadap bencana

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :
Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan
untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana sebanyak 250 Orang, tidak sesuai dengan
. . 250 Orang . .
prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat target Renstra karena disesuaikan dengan
bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota ketersediaan anggaran.




Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana alam

Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana alam adalah kondisi di mana pemerintah daerah atau pemangku kepentingan terkait
telah menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur, berbasis risiko bencana setempat, dan terukur hasilnya, kepada keluarga sebagai
unit terkecil masyarakat, guna meningkatkan pengetahuan tentang potensi ancaman bencana, keterampilan teknis penyelamatan diri,
serta sikap kesiapsiagaan, sehingga keluarga mampu menyusun rencana darurat keluarga, menyiapkan perlengkapan siaga,
melakukan evakuasi mandiri, memberikan pertolongan pertama sederhana, serta melindungi anggota keluarga rentan, pada tahap pra-
bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana awal. Tujuan Pelatihan keluarga tanggap bencana alam yaitu meningkatkan
kesiapsiagaan dan kemandirian keluarga dalam menghadapi situasi darurat bencana sehingga mampu melindungi diri, mengurangi
risiko korban, dan melakukan respon awal secara cepat, tepat, dan aman. Dasar hukum utama pelatihan keluarga tanggap bencana
alam di Indonesia didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 26 dan 27 yang
mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengurangan risiko. Peraturan ini didukung oleh PP No. 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menegaskan mitigasi dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi
bencana .

Indikator Kinerja “Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam”.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Perbandingan

Sumber data

Pelatihan keluarga tanggap bencana alam
adalah pembelajaran dan praktik yang
terencana, terstruktur, dan berbasis risiko
bencana setempat yang diberikan kepada
keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,

untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kesiapsiagaan,
sehingga keluarga mampu melakukan

pencegahan, kesiapan, dan respon awal
secara mandiri, cepat, dan tepat sebelum,
saat, dan setelah terjadinya bencana alam.

Dengan terlaksananya pelatihan keluarga
tanggap bencana alam Pelatihan keluarga
tanggap bencana alam sangat relevan karena
keluarga merupakan unit terkecil dan paling
awal terdampak saat bencana terjadi.
Kesiapsiagaan keluarga menjadi faktor utama
dalam mengurangi risiko korban jiwa,
kerugian materi, dan dampak psikologis.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan keluarga dalam mengantisipasi,
merespons, dan bertahan pada situasi
bencana alam.

Jumlah keluarga yang
mengikuti pelatihan

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan 200 Keluarga tidak sesuai dengan

Jumlah Keluarga yang mengikuti target yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu 50 keluarga. Hal ini
pelatihan  keluarga tanggap 200 Keluarga karena sub kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari PKS antara BPBD
bencana alam dan Tim Penggerak PKK sehingga targetnya disesuaikan dengan jumlah

anggota PKK yang ada di desa, kecamatan & kabupaten.

Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk
Pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

Penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan strategis adalah upaya peningkatan kemampuan daerah dalam
mencegah dan bersiap menghadapi bencana melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pemetaan risiko, penyusunan rencana
kontinjensi, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan sistem peringatan dini. Tujuannya adalah untuk mengurangi
risiko bencana dengan cara melindungi jiwa, mengurangi kerugian ekonomi dan kerusakan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat.
Hal ini dicapai melalui pemahaman risiko, perencanaan matang, peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat melalui edukasi
dan simulasi, serta pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Dasar hukum utama terkait penguatan kapasitas kawasan rawan
bencana dan strategis di tingkat kabupaten/kota adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dasar hukum
ini diperjelas oleh peraturan yang lebih spesifik seperti Permendagri No. 101 Tahun 2018 mengenai standar pelayanan dasar di bidang
kebencanaan dan peraturan dari BNPB seperti Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana: Peraturan ini secara spesifik memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam membentuk dan
memperkuat kapasitas desa/kelurahan sebagai kawasan rawan bencana agar lebih siap menghadapi ancaman bencana dan Peraturan

Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana:



Peraturan ini menjadi acuan untuk menilai kemampuan daerah (termasuk kabupaten/kota) dalam upaya penanggulangan bencana dan
mengukur capaian pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah mewujudkan ketangguhan bangsal/daerah
dalam menghadapi bencana, yang sejalan dengan kerangka kerja global seperti Kerangka Aksi Hyogo atau Kerangka Sendai untuk

Pengurangan Risiko Bencana.

Indikator Kinerja “ Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota
yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan
Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman
bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis
Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur
tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana" adalah data
atau inventarisasi kawasan yang mengidentifikasi
lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak bencana,
serta kawasan strategis yang telah memiliki sistem
dan panduan tetap untuk kesiapsiagaan
menghadapi situasi darurat bencana. Data ini
mencakup informasi mengenai jenis bencana yang
mengancam (seperti gempa bumi, banjir, longsor), dan
menyoroti area tertentu yang sudah dilengkapi dengan
mekanisme kesiapsiagaan seperti rencana evakuasi dan
simulasi.

Semakin banyak kawasan
rawan bencana yang memiliki

mekanisme kesiapsiagaan,
semakin besar kemungkinan
penguatan kapasitas
pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana dapat
terlaksana dengan baik.
Sebaliknya, pelaksanaan
penguatan kapasitas yang
berhasil akan menciptakan

lebih banyak kawasan rawan
yang memiliki kesiapsiagaan
tetap .

Jumlah kawasan rawan
bencana yang memiliki
mekanisme dan prosedur
tetap kesiapsiagaan bencana

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis
ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 4
strategis Kabupaten/Kota yang memiliki 4 Kawasan Kawasan sesuai dengan target dalam dokumen
mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan Renstra
menghadapi bencana

Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari
lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana

Peningkatan kompetensi personil TRC PB lintas sektor adalah peningkatan kemampuan dan keahlian gabungan individu dari berbagai
instansi (seperti medis, logistik, komunikasi, dan lainnya) agar dapat bekerja sama secara efektif dan terkoordinasi dalam melakukan
penanganan awal darurat bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, dan kemampuan respons cepat
agar penanganan awal bencana menjadi lebih solid, profesional, dan tepat. Ini memungkinkan TRC PB untuk lebih efektif dalam melakukan
kaji cepat, mengelola situasi darurat, serta memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dengan cepat dan terkoordinasi. Tim Reaksi Cepat
(TRC) memiliki peran strategis dalam memberikan respons tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tugas TRC meliputi
pelaksanaan kaji cepat bencana, evakuasi korban, pemberian pertolongan pertama, serta koordinasi lintas sektor terkait dalam
penanggulangan bencana. Payung hukum yang mendasari peningkatan kompetensi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana
(PB) adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan
sebagai salah satu tahapan penanggulangan bencana (prabencana) yang meliputi pengorganisasian dan langkah-langkah yang efektif
untuk mengantisipasi bencana. Peningkatan kompetensi TRC PB lintas sektor secara spesifik tercakup dalam turunan peraturan seperti
Peraturan Kepala (Perka) BNPB mengenai pedoman operasional penanggulangan bencana, yang menguraikan peran dan fungsi TRC PB
dalam berbagai aspek tanggap darurat seperti pencarian, pertolongan, evakuasi, dan koordinasi, seperti yang tertuang dalam Perka No.
13 Tahun 2010.



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: PP ini merinci mandat
dari UU No. 24 Tahun 2007, termasuk aspek kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yang memerlukan personil TRC PB yang
kompeten. Selain itu Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
Peraturan ini secara spesifik mengatur pembentukan dan tugas TRC PB, termasuk kewajiban koordinasi dengan seluruh sektor terkait di

lapangan untuk pengkajian cepat dan tindakan darurat yang efektif.

Indikator Kinerja “ Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas
sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi SO NI Sumber data

Perbandingan
Personel Tim Reaksi Cepat (TRC)
PB Kabupaten/Kota yang berasal
dari lintas sektor, yang memiliki
kompetensi untuk penanganan
awal darurat bencana adalah tim
yang terdiri dari anggota terlatih
dari berbagai instansi, seperti
medis, logistik, dan komunikasi.
Anggota ini bertugas melakukan
kaji cepat, menilai kebutuhan,
kerusakan, dan kerugian, serta
memberikan dukungan dalam
penanganan darurat bencana di
tingkat lokal.

Relevansinya adalah bahwa jumlah personil
TRC-PB yang kompeten dan berasal dari lintas
sektor adalah faktor kunci, di mana semakin
banyak dan semakin tinggi kompetensi personil
tersebut, maka efektivitas penanganan awal Jumlah TRC yang Bidang
darurat bencana akan semakin meningkat. Ini mengikuti pelatihan Pencegahan &
karena penanganan awal vyang efektif Kesiapsiagaan
membutuhkan koordinasi yang baik antar
berbagai sektor (lintas sektor) yang memiliki
keahlian spesifik dan terintegrasi dalam tim
yang terstruktur.




Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah personil Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (TRC PB)

. Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 50
Kabupaten/Kota yang berasal dari :

. o : 50 Orang Orang sesuai dengan target yang tertuang dalam
lintas sektor yang memiliki kompetensi dokumen Renstra

untuk penanganan awal darurat

bencana

Tersedianya dokumen rencana kontijensi kabupaten/kota (per jenis kegiatan ancaman bencana) yang sah dan legal

Tersedianya dokumen rencana kontijensi kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal berarti Pemerintah
kabupaten/kota memiliki dokumen rencana kontijensi yang lengkap, terstruktur, dan berlaku secara resmi, yang disusun berdasarkan jenis
ancaman bencana spesifik di wilayahnya (misalnya banijir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, dll). Dasar hukum utama
penyusunan dokumen rencana kontinjensi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP
Nomor 21 Tahun 2008, yang dioperasionalkan melalui Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kontinjensi. Dokumen ini wajib disusun oleh pemerintah pusat/daerah sebagai wujud kesiapsiagaan menghadapi potensi kedaruratan.
Dokumen tersebut memiliki dasar hukum/kelembagaan yang jelas, seperti ditetapkan melalui Perda, Perbup/Perwali, atau SK Kepala
Daerah/BPBD, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman operasional, koordinasi, dan penanganan darurat secara efektif ketika

bencana terjadi

Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan
sah/legal “.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan yaitu :



Relevansi Menggambarkan Formula/Rumus

Kondisi Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi

Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
adalah dokumen perencanaan darurat yang
memuat langkah-langkah dan skenario tindakan
yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk
menghadapi situasi bencana atau keadaan darurat
tertentu, termasuk pembagian peran, sumber daya,
mekanisme koordinasi, serta prosedur respon dan
pemulihan awal, sehingga penanganan dapat
dilakukan cepat, terarah, dan efektif.

Dengan adanya rencana
kontijensi, pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan dapat
bertindak cepat, terkoordinasi,
dan tepat sasaran ketika terjadi
bencana atau kejadian darurat,
sehingga dampak bencana dapat
diminimalkan.

Jumlah dokumen rencana Bldang
kontijensi yang disusun Pencegahan &
Kesiapsiagaan

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi
Kabupaten/Kota (per jenis ancaman
bencana) sampai dengan dinyatakan
sah/legal

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan 2 Dokumen yang
2 Dokumen sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen
Renstra.




Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan
penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan
penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana adalah indikator penting dalam manajemen penanggulangan bencana,
yang merujuk pada ketersediaan fasilitas komando (Pusdalops) yang didukung regulasi (Maklumat Pelayanan) dan sumber daya (sarana
prasarana) untuk kesiapsiagaan, memastikan koordinasi efektif, transparansi, dan kesiapan menghadapi bencana sesuai standar
pelayanan publik dan undang-undang kebencanaan (seperti UU No. 24 Tahun 2007). Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), dijelaskan tentang fungsi dan
tugas Pusdalops-PB sebagai pusat informasi, koordinasi, dan fasilitasi operasi penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, tanggap
darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pusdalops-PB sebagai pusat informasi bencana, termasuk menerima, mengolah, dan
meneruskan informasi peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat. Pada saat tanggap darurat, Pusdalops-PB bertindak
sebagai fasilitator untuk pengerahan sumber daya dalam penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien, dan efektif.
Selain itu, Pusdalops-PB juga berfungsi mengordinasikan, mengomunikasikan, dan menyinkronkan pelaksanaan Kkegiatan
penanggulangan bencana secara terpadu. Tujuannya dari layanan Pusdalops adalah untuk memastikan penanggulangan bencana
yang terstruktur, cepat, dan efektif dengan adanya komando yang jelas (Pusdalops), layanan yang terstandar (Maklumat
Pelayanan), serta sumber daya memadai (sarana prasarana) guna melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi pasca-

bencana, sesuai dengan amanat UU Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja “ Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal
sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana adalah kegiatan
strategis di bawah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota
untuk mengkoordinasikan

kesiapsiagaan, mengelola sumber daya
(sarana/prasarana), serta
mengendalikan operasi
penanggulangan bencana agar respon
cepat, terpadu, dan efektif, memastikan
ketersediaan logistik dan peralatan, serta
melindungi masyarakat dari dampak

bencana

Dengan tersedianya layanan pusat
pengendalian operasi (pusdalops) dengan
Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta
dukungan penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan
terwujud pengendalian operasi penanggulangan
bencana yang efektif, terkoordinasi, dan
transparan, sehingga peningkatan kecepatan
respon dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang terdampak bencana dapat
dicapai secara maksimal sesuai regulasi,
menjamin perlindungan warga dan operasional
darurat yang terstruktur.

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan

Jumlah laporan layanan pusat
pengendalian operasi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

sah dan legal sesuai dengan jenis
ancaman bencana yang ada di
kawasan tempat tinggalnya

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah laporan layanan pusat
8229z:dﬁg?(?u?npaetrgzll;pgﬁgﬁloﬁ) Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1 laporan
9 y yang 1 laporan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen

Renstra yaitu sebanyak 1 laporan




h. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana
Kabupaten/Kota

o Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk warga, termasuk kelompok rentan di kabupaten/kota, adalah program penting yang
diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi
risiko dan dampak bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, simulasi, serta pemahaman tentang langkah-langkah tanggap darurat
sebelum, saat, dan sesudah bencana, seringkali fokus pada identifikasi dan perlindungan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan
penyandang disabilitas. Tujuan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi warga rentan adalah untuk menciptakan masyarakat
tangguh bencana, dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan menghadapi ancaman, mengurangi risiko dan
dampak bencana (korban jiwa, kerugian ekonomi), serta membangun partisipasi aktif dalam upaya mitigasi agar mereka terlindungi secara
berkelanjutan, terutama yang berada di kawasan rawan bencana. Dasar hukum utama untuk Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi adalah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman
bencana melalui mitigasi, yaitu penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 26 dan 27 secara
spesifik mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota: Merupakan regulasi operasional yang mewajibkan
pemerintah Kabupaten/Kota memberikan layanan informasi rawan bencana dan pelatihan pencegahan serta mitigasi bencana kepada
warga negara, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Menjelaskan bahwa mitigasi dilakukan melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.

¢ Indikator Kinerja “ Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan
pencegahan dan mitigasi bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan

diwujudkan yaitu :



Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi

Pelatihan dan mitigasi [ Dengan terlaksananya pelatihan pencegahan dan
adalah upaya untuk | mitigasi bencana bagi warga, termasuk kelompok
mengurangi risiko dan | rentan di wilayah rawan bencana, maka peningkatan

dampak bencana melalui | kesadaran, pemahaman, dan kesiapan Jumlah warga negara di kawasan
prevensif, baik secara | masyarakat untuk menghadapi bencana akan rawalntf_’snca“aYanghmelagikuti Bidang
fisik maupun non-fisik, | meningkat secara signifikan, sehingga mereka pelafinail pepeeganan can Pencegahan &

mitigasi bencana

dengan tujuan | mampu melakukan langkah-langkah awal Kesiapsiagaan
melindungi manusia, | perlindungan diri, mengurangi dampak buruk, serta
harta benda, dan | lebih siap saat terjadi bencana, yang pada akhirnya
lingkungan dari kerugian | akan menurunkan risiko korban jiwa dan kerugian
akibat bencana. materiil di tingkat Kabupaten/Kota

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah warga negara termasuk
kelompok rentan di kawasan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1
rawan bencana Kabupaten/Kota 1 kawasan kawasan yang sesuai dengan target yang tertuang
yang mengikuti pelatihan dalam dokumen Renstra.

pencegahan dan mitigasi bencana




Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya
kapasitas kelembagaan bencana melalui regulasi, penguatan kelembagaan, kerjasama antar lembaga, pengelolaan
sistem informasi, pembinaan dan pengawasan

Terlaksananya koordinasi dan kerja sama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas
kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi,
pembinaan, dan pengawasan adalah merupakan strategi dan tujuan utama dalam sistem manajemen bencana untuk meningkatkan
kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang
secara spesifik mengatur tahap pemulihan (pasca bencana) dan menekankan tanggung jawab pemerintah serta peran serta masyarakat
dan lembaga terkait. Dalam penanganan bencana diperlukan kolaborasi semua pihak yang biasa juga disebut dengan Pentahelix. Pentahelix
dalam penanganan pascabencana adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima elemen utama yaitu pemerintah, masyarakat,
akademisi, dunia usaha, dan media dalam memulihkan dan membangun kembali daerah yang terdampak bencana secara lebih efektif.
Dalam fase pascabencana, pemerintah mengoordinasikan, akademisi memberikan konsep inovatif, dunia usaha menyediakan sumber daya,
media menyebarluaskan informasi, dan masyarakat berperan sebagai akselerator pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kolaborasi yang
erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan
strategi pemulihan memastikan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Indikator Kinerja : “ Persentase sistem Penanggulangan Bencana berjalan dengan efektif dan efisien. “

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan
diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus

Uraian/Definisi Perbandingan

Relevansi Menggambarkan Kondisi Sumber data

Sistem penanggulangan bencana

Sistem penanggulangan bencana yang efektif dan
yang efektif dan efisien adalah sistem

efisien melibatkan berbagai pihak, mulai dari

terkoordinasi.

penanggulangan  bencana  yang | pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha.

didukung oleh pendekatan | gistem ini tidak hanya berfokus pada respons Jumlah sistem penanggulangan

komprehensif  yang ~ mencakup | garurat, tetapi juga mencakup seluruh  siklus bencana yang berjalan Bidang
peningkatan kesiapsiagaan (seperti | pencana. Sehingga Kunci efektivitasnya adalah Totalfiiiléifgiga‘;fggiﬁ?angan x 100 Pencegahan &
peringatan  dini  dan  edukasi), | koordinasi  antarlembaga melalui  kolaborasi bencana yang ada Kesiapsiagaan
penanganan darurat yang cepat dan | pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi,

tepat, serta pemulihan pascabencana | qynia usaha, dan media), yang

yang terencana. mengimplementasikan  strategi  terpadu  dan



https://www.google.com/search?sca_esv=b1dd116babca6fd0&cs=0&q=Undang-Undang+Nomor+24+Tahun+2007+tentang+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwjQzb6l1cOQAxXiyzgGHV8lMqsQxccNegQIBxAB&mstk=AUtExfDkmFiR_nmbvpj0ZdPNihoJ-Foc59gQQsFWsG4X462AIl1acGPo0k86KErZ7R2cY57eyVYCY1s-J3VI7pxq4VzsREKhzZKkfOLnB-scvjL4tJfM-yoVO7IU9zs9RBbLMpk&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=b1dd116babca6fd0&cs=0&q=Undang-Undang+Nomor+24+Tahun+2007+tentang+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwjQzb6l1cOQAxXiyzgGHV8lMqsQxccNegQIBxAB&mstk=AUtExfDkmFiR_nmbvpj0ZdPNihoJ-Foc59gQQsFWsG4X462AIl1acGPo0k86KErZ7R2cY57eyVYCY1s-J3VI7pxq4VzsREKhzZKkfOLnB-scvjL4tJfM-yoVO7IU9zs9RBbLMpk&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=b1dd116babca6fd0&cs=0&q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+21+Tahun+2008+tentang+Penyelenggaraan+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwjQzb6l1cOQAxXiyzgGHV8lMqsQxccNegQIBxAC&mstk=AUtExfDkmFiR_nmbvpj0ZdPNihoJ-Foc59gQQsFWsG4X462AIl1acGPo0k86KErZ7R2cY57eyVYCY1s-J3VI7pxq4VzsREKhzZKkfOLnB-scvjL4tJfM-yoVO7IU9zs9RBbLMpk&csui=3

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase  Sistem  penanggulangan
bencana berjalan dengan efektif dan 100% Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 100%
efisien

Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah adalah kondisi terpenuhinya kerangka hukum
dan kebijakan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, meliputi
peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta pedoman teknis yang mengatur peran, kewenangan, mekanisme koordinasi,
pendanaan, dan standar operasional dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Tujuan utama tersedianya regulasi pendukung
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yaitu memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pemerintah daerah
dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, efektif, dan akuntabel,
sehingga peran, kewenangan, mekanisme koordinasi, pendanaan, serta pelaksanaan kegiatan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat,
dan pascabencana dapat berjalan jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Dasar hukum tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Daerah adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain
Undang-undang, tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah diatur dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
Indikator Kinerja : “ Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) . “
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Penyusunan Regulasi
Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota adalah proses
penyusunan, penetapan, dan

pembaruan peraturan daerah serta
kebijakan teknis yang mengatur
penyelenggaraan penanggulangan
bencana di tingkat kabupaten/kota,
meliputi penetapan kerangka hukum,
pembagian peran dan kewenangan,
mekanisme koordinasi lintas sektor,
standar operasional, pendanaan, serta
tata kelola manajemen risiko bencana,
untuk menjamin pelaksanaan
penanggulangan bencana yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan
sesuai kebutuhan daerah.

Dengan dilaksanakannya Penyusunan
Regulasi Penanggulangan  Bencana
Kabupaten/Kota maka akan menciptakan
landasan hukum yang jelas, mengatur

peran dan kewenangan pemangku
kepentingan, serta memastikan
koordinasi dan tata kelola
penanggulangan bencana berjalan
terstruktur  dan  konsisten  sesuai
karakteristik risiko daerah. Regulasi ini
penting untuk mengarahkan

perencanaan, pendanaan, pelaksanaan,
serta pengawasan penanggulangan
bencana, sehingga penanganan risiko
dapat dilakukan secara efektif, efisien,
dan berkelanjutan serta meningkatkan
ketangguhan daerah terhadap bencana.

Jumlah dokumen regulasi
penanggulangan bencana
yang disusun

Bidang Pencegahan &
Kesiapsiagaan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :
Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah  Dokumen Regulasi Target kinerja tahun 2026 di tetapkan 3 Dokumen yang sesuai
3 Dokumen
Penanggulangan Bencana dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra.




b. Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana adalah kondisi di mana berbagai pihak
(pemerintah, lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, LSM, organisasi kemasyarakatan, media, dan komunitas) secara aktif menjalankan
koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat,
hingga pemulihan. Kerja sama ini tercapai melalui kesepakatan formal (misalnya MoU, perjanjian kerja sama, gugus tugas bersama) maupun
mekanisme operasional (forum koordinasi, sharing data, dukungan logistik, dan bantuan teknis), sehingga respons bencana lebih cepat,
tepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tujuan terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana melalui koordinasi yang lebih baik, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta
pembagian tugas yang jelas. Dengan kolaborasi, proses kesiapsiagaan, mitigasi, respon darurat, dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat
dan tepat sasaran. Selain itu, kerja sama juga memperkuat sistem komunikasi, mempercepat distribusi bantuan, serta membangun kesiapan
jangka panjang yang berkelanjutan. Dasar hukum utama kerjasama dan kemitraan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menegaskan penanggulangan bencana adalah tanggung
jawab bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional, yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 dan berbagai Perka BNPB terkait relawan serta kerjasama.

Indikator Kinerja : “ Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana . “

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan

diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus Sumber data

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Perbandingan

Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
adalah nota kesepahaman (MoU) atau
perjanjian tertulis antara BPBD/pemerintah
dengan instansi pemerintah, swasta,
maupun NGO (LSM). Dokumen ini mengatur
wewenang, tanggung jawab, dan
pelaksanaan operasional bersama untuk
mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat
guna meningkatkan ketangguhan daerah.

Dengan terlaksananya kerja sama antar
lembaga dan kemitraan dalam
penanggulangan bencana, maka akan
terwujud sistem penanggulangan bencana
yang lebih kuat, tangguh, dan resilien
melalui sinergi multi-pihak. Hal ini
mengakibatkan efektivitas yang lebih tinggi
dalam pengurangan risiko bencana,
pemulihan pascabencana yang lebih cepat,
serta optimalisasi sumber daya.

Jumlah dokumen kerjasama
antar Lembaga dan Kemitraan
dalam penanggulangan bencana
yang disusun

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Dokumen Kerjasama antar Target kinerja tahun 2026 di tetapkan 1 Dokumen yang
Lembaga dan Kemitraan dalam 1 Dokumen sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen
Penanggulangan Bencana Renstra.

Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana

Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana adalah ketersediaan informasi penduduk yang diurutkan atau dibagi
berdasarkan kategori tertentu (misalnya usia, jenis kelamin, status kesehatan, disabilitas, lokasi, dan kebutuhan khusus) di wilayah yang
berisiko bencana. Data ini sangat penting untuk mendukung perencanaan evakuasi, penyelamatan, distribusi bantuan, dan penanganan
darurat secara tepat sasaran. Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana bertujuan untuk memudahkan identifikasi
kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Dengan data yang terperinci,
perencanaan evakuasi dan penanganan darurat dapat dilakukan lebih tepat dan cepat, serta bantuan yang diberikan menjadi lebih sesuai
kebutuhan. Selain itu, data ini juga membantu mempercepat proses pemulihan pasca bencana karena kebutuhan dan kondisi masyarakat
sudah terpetakan dengan baik, sehingga risiko korban jiwa dan kesalahan distribusi bantuan dapat diminimalkan. Dasar hukum
tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan
Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Indikator Kinerja : “ Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana “

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Data penduduk terpilah di daerah rawan bencana

adalah rincian  informasi  demografi yang
dikelompokkan berdasarkan kategori
kerentanan (jenis kelamin, umur, disabilitas)

untuk mempermudah evakuasi dan penanganan
darurat yang efektif. Data ini umumnya
mencakup jumlah lansia, balita, anak-anak, ibu
hamil, serta penyandang disabilitas di wilayah

berisiko

Semakin tinggi jumlah data terpilah
(berdasarkan jenis kelamin, usia,
disabilitas), semakin tinggi tingkat
ketersediaan data yang akurat untuk
intervensi penanggulangan bencana,
risiko bencana menurun, dan pemulihan
sosial-ekonomi lebih tepat sasaran.

Jumlah laporan data penduduk
terpilah di daerah rawan
bencana yang disusun

Bidang
Pencegahan &
Kesiapsiagaan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah data penduduk terpilah di daerah Targejt kinerja tahun 2026 di tetapkan 1 Laporan yang
1 Laporan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen
rawan bencana (Laporan) Renstra




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : MARIA CLARET NITA TAMPA, ST
Jabatan :  KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan . KEPALA  PELAKSANA  BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA KEPALA BIDANG KEDARURATAN
=~ & LOGISTIK

e

dr. APRIL, M.Kes AKBAR BAHAR, SE



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA ESELON Il TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang Kedaruratan dan Logistik
Tahun Anggaran 2026
No. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET
1) 2 3) 4)
l. Meningkatnya penanganan bencana pada saat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100%
tanggap darurat
Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban,
: Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan
pertolongan darurat, evakuasi korban, serta ;
1. : , penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang 100%
pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi .
responsif gender
korban bencana
a Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian 1 Laporan
" | Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas P
Terlaksananva Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat
Y X P Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama
b. | Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat . . 1 Dokumen
. 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji
Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam
Cepat
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, S .
c. | maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi nglah Ko_rban yang Ber_ha_sn Ditemukan, Ditolong, dan 550 Orang
Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
Bencana ke Tempat yang Aman
d. Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan Jumlah Dokumen Rencana Operasi yang Sah/Legal 1 Dokumen

bencana Kabupaten/Kota




o Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi 550 Oran
" | Korban Bencana Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 9
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat
f Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB | Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 Dokumen
" | yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan
Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorgar_usa&an Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando
g. | Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat 1 Laporan
Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Penanggulangan Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp 368.695.350,- APBD
a. Respon Cepat kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zonosis Rp 13.981.900,- APBD
Prioritas
b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp 96.560.350,- APBD
c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Rp 40.811.900,- APBD
Kabupaten/Kota
d. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Benacana Rp 115.349.800,- APBD
Kabupaten/Kota
e. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Rp 77.124.200,- APBD

Bencana Kabupaten/Kota




f. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit Rp 12.763.200,- APBD
g. Aktivasi Sistem Komando penanganan Darurat Bencana Rp 12.104.000,- APBD

Rp 368.695.350,-

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA, KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK,

i

(dr. APRIL, M.Kes) (AKBAR BAHAR, SE)



LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2026
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat
Penjelasan :
Meningkatnya penanganan bencana saat tanggap darurat adalah serangkaian tindakan segera untuk menyelamatkan korban, memenuhi
kebutuhan dasar, dan memulihkan sarana vital pasca-bencana, yang meliputi evakuasi, assessment kerusakan, bantuan medis dan
logistik, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan darurat infrastruktur untuk menanggulangi dampak buruk secara efektif dan
terpadu. Tujuan penanganan bencana saat tanggap darurat adalah menyelamatkan jiwa, memenuhi kebutuhan dasar korban,
mengurangi dampak buruk bencana, melindungi kelompok rentan, serta memulihkan segera prasarana vital agar kehidupan dapat
berjalan kembali dan membuka jalan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, yang intinya adalah memberikan perlindungan maksimal bagi

masyarakat dari ancaman bencana. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

Merupakan payung hukum tertinggi yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

termasuk pada tahap tanggap darurat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana: Mengatur secara teknis pelaksanaan penanganan darurat, termasuk kaji cepat, penetapan status keadaan darurat, serta

penyelamatan dan evakuasi korban

Adalah serangkaian kegiatan yang Jika penanganan tanggap darurat
segera dilakukan saat bencana bencana meningkat, maka dampak
terjadi untuk mengatasi dampak negatif bencana akan berkurang, korban
buruknya, meliputi penyelamatan jiwa dan kerugian materi dapat

ﬁ:;]s;nmgizn dan evakuasi korban, pemenuhan  diminimalisir, proses pemulihan akan Jumlah penanganan Bidang

Tan g kebutuhan dasar, perlindungan lebih cepat, serta kepercayaan dan tanggap darurat bencana Kedaruratan &

DarL?rgatp pengungsi, serta pemulihan sarana  ketangguhan masyarakat akan _ 100 Logistik
dan prasarana awal, dengan tujuan ~ meningkat, karena ada koordinasi yang ~ Jumlah kejadian bencana

Bencana (Sedang s.d Berat)

utama memberikan pertolongan
segera, mengurangi kerugian, dan
memulihkan kondisi darurat
secepat mungkin .

lebih baik, bantuan yang lebih tepat
sasaran, serta fokus pada penyelamatan,
evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan
dasar korban secara terstruktur. .


https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4833

Terlaksanannya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar
dan perlindungan bagi korban bencana

Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta
pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana” yaitu upaya penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat,
terpadu, dan terkoordinasi guna menyelamatkan jiwa manusia serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
terdampak bencana. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi operasi pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR), pemberian
pertolongan darurat, evakuasi korban dari wilayah terdampak, serta penyediaan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air
bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan bagi korban bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengoordinasikan perangkat
daerah dan lembaga terkait serta melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar,
Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan. Sasaran untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, akuntabel, dan
berorientasi pada keselamatan serta perlindungan masyarakat terdampak bencana.

Indikator Kinerja
responsive gender ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan vyaitu :

Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus Perbandingan Sumber data

Persentase warga negara yang
mendapatkan pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana yang

Keterlambatan merespon kejadian bencana
berupa pencarian dan penyelamatan korban,
pertolongan darurat, evakuasi korban, serta

pertolongan darurat, evakuasi korban,
serta pemenuhan kebutuhan dasar dan
perlindungan bagi korban bencana
secara adil, setara, dan memperhatikan

kesehatan, gangguan mental, mengganggu
aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan,
kerugian ekonomi dan memburuknya
ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat

menjadi korban bencana

responsif gender adalah pemberian [ pemenuhan kebutuhan dasar dan

pelayanan penyelamatan dan evakuasi | perlindungan bagi korban bencana akan ]“m]a};Z‘]’:;ifl;\'negzng‘a‘;gg:;jzgatkan Bidang
korban bencana yang meliputi kegiatan berdampak pada kehidupan dan evakuasi korban bencana £ 100 Kedaruratan
pencarian dan penyelamatan korban, | penghidupan manusia, munculnya masalah Jumlah seluruh warga negara yang & Logistik




kerentanan dan kebutuhan khusus | penting dalam proses penanganan darurat
berdasarkan gender, usia, serta kondisi | bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya
sosial masyarakat terdampak. penyelamatan dan evakuasi korban bencana
yang responsif gender sesegera mungkin.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase warga negara yang Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 100 %
mendapatkan pelayanan . . : .
. 100 % sesuai dengan Rencana Strategis dan disesuaikan
penyelamatan dan evakuasi korban

. dengan kejadian bencana.
bencana yang responsif gender

Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas

Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/\WWabah Prioritas “ yaitu
tercapainya pelaksanaan tindakan cepat, terpadu, dan terkoordinasi oleh pemerintah daerah melalui BPBD dalam menghadapi kejadian
luar biasa penyakit atau wabah zoonosis prioritas yang berpotensi meluas serta menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan
masyarakat, kondisi sosial, dan perekonomian daerah. Respon cepat tersebut merupakan rangkaian langkah awal penanganan yang
dilaksanakan segera, paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkannya atau meningkatnya status kejadian luar biasa
penyakit/wabah zoonosis menjadi status Darurat Bencana Nonalam, berdasarkan hasil kaji cepat terhadap situasi dan dampak yang
terjadi. Pelaksanaan respon cepat meliputi koordinasi lintas sektor, pengaktifan posko tanggap darurat, mobilisasi sumber daya,
penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta logistik, serta penyampaian informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat guna
mencegah meluasnya penularan dan mempercepat proses pemulihan. Dasar hukum pelaksanaan indikator ini mengacu pada Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat

Bencana, yang menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana harus dilakukan secara cepat setelah hasil kaji cepat tersedia
untuk menjamin efektivitas penanganan bencana di daerah.



Indikator Kinerja “ Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/\WWabah prioritas ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian
Luar Biasa Penyakit/Wabah  Prioritas
merupakan dokumen resmi yang merangkum
seluruh rangkaian kegiatan koordinasi, respons
awal, serta hasil penanganan cepat terhadap
kejadian KLB penyakit/wabah prioritas di tingkat
daerah. Laporan ini mencakup tahap deteksi dini
dan verifikasi kasus, pelaksanaan respon cepat
meliputi investigasi epidemiologi, pengendalian
penularan, pelayanan  kesehatan, serta
komunikasi risiko hingga pelaporan akhir, guna
memastikan penanganan KLB berjalan secara
cepat, terpadu, dan efektif sesuai dengan standar
dan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi
kinerja respon serta dasar pengambilan
kebijakan dan tindak lanjut penanggulangan KLB
selanjutnya.

Terlaksananya koordinasi respon cepat Kejadian
Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
menunjukkan bahwa mekanisme kewaspadaan
dan penanganan darurat kesehatan telah
berjalan sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan adanya
kesigapan lintas sektor dalam melakukan deteksi
dini, pertukaran informasi, serta pelaksanaan
langkah penanganan awal secara terpadu,
sehingga potensi penyebaran penyakit dapat
dikendalikan lebih cepat dan dampak terhadap
kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Koordinasi yang efektif ini menjadi indikator
penting kesiapsiagaan dalam menghadapi
ancaman wabah serta mendukung pengambilan
keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

Jumlah laporan koordinasi respon
kejadian luar biasa penyakit/
wabah prioritas

Bidang
Kedaruratan
& Logistik

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :




Indikator Kinerja Target Penjelasan
Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 1 (satu) laporan, sesuai

Jumlah  Laporan Koordinasi dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).
Respon Cepat Kejadian Luar 1 Laporan Capaian target tersebut adalah 1 (satu) laporan, yang bersifat wajib
Biasa Penyakit/Wabah prioritas karena merupakan dokumen pendukung Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Sub Urusan Bencana.

b. Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24
Jam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

e Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana” yaitu apa bila segala usaha dan
kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam
kecelakaan, Bencana atau kondisi membahayakan manusia. Terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang
Pencarian, Pertolongan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan
seluruh tumpah darah indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk
perlindungan dari kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada pancasila. Bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 yang dimaksud dalam undang undang ini adalah penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan adalah
serangkaian kegiatan pencarian pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan dan operasi pencarian dan pertolongan. Salah
satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan prtolongan atau yang selama ini dikenal
dengan oleh masyarakat dengan Search and Rescue (SAR). Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan
kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warg maupun dalam konsdisi membahayakan manusia. Kegiatan pencarian dan
pertolongan yang utama yang utama adalah pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Namun dalam pelaksanaannya operasi
tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif dan efesien apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinir oleh
semua komponen yang terlibat.

e Indikator Kinerja Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam

berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Dokumen SK Penetapan Status Darurat
Bencana dan SKPDB (Surat Keputusan
Penanggulangan Bencana Daerah) yang
ditetapkan paling lama 1x24 jam
berdasarkan Laporan Kaji Cepat adalah
dokumen keputusan  resmi  yang
dikeluarkan oleh kepala daerah
(Bupati/Walikota, Gubernur) atau Presiden
(jika nasional) untuk menetapkan status
dan tingkat darurat bencana berdasarkan
indikator korban, kerugian, kerusakan,
cakupan wilayah, dan dampak sosial
ekonomi, sebagai dasar hukum untuk
memulai penanganan darurat setelah
kejadian bencana .

Jika SK Penetapan Status Darurat
Bencana dan SKPDB terlambat lebih dari
1x24 jam setelah laporan kaji cepat, maka
penyaluran bantuan, penetapan prioritas,
dan mobilisasi sumber daya akan
terhambat, mengakibatkan respons
darurat menjadi lambat, memperburuk
kondisi korban, menambah dampak
kerugian, dan mengurangi efektivitas
penanggulangan bencana .

Jumlah Dokumen SK Penetapan Status
Darurat Bencana dan SKPDB yang
ditetapkan paling lama

1x 24 jam

Bidang
Kedaruratan &
Logistik

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Jam berdasarkan Hasil Dokumen
Laporan Kaji Cepat

2026.

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Dokumen SK Penetapan
Status Darurat Bencana dan SKPDB Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 1 (satu)
yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 1 Dokumen dokumen sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun




Terlaksannya Upaya untuk Menemukan, menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat

yang Aman

Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari
Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman adalah Upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi
bencana ke tempat yang aman merupakan bagian dari kegiatan Pencarian dan Pertolongan (SAR - Search and Rescue) dan Evakuasi
Korban Bencana. Terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian, Pertolongan bahwa negara
kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana dan
kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada pancasila. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 yang dimaksud dalam
undang undang ini adalah penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian pertolongan
meliputi siaga pencarian dan pertolongan dan operasi pencarian dan pertolongan. salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara
tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan prtolongan atau yang selama ini dikenal dengan oleh masyarakat dengan Search and
Rescue (SAR). Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap
warg maupun dalam konsdisi membahayakan manusia. Kegiatan pencarian dan pertolongan yang utama yang utama adalah pelaksanaan
Operasi Pencarian dan Pertolongan. Namun dalam pelaksanaannya operasi tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif dan efesien
apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinir oleh semua komponen yang terlibat.

Indikator Kinerja “ Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan vyaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Jumlah  Korban yang Berhasil
Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi
Per Jenis Kejadian Bencana adalah
indikator yang dugunakan  untuk
mengukur efektivitas respons darurat
dan kesiapsiagaan suatu daerah,
serta menjadi salah satu dari lima
indikator utama penetapan status
bencana di Indonesia, selain kerugian
harta benda, kerusakan
prasarana/sarana, cakupan wilayah,
dan dampak sosial ekonomi,
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Penanggulangan Bencana.

Jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah
indikator utama keberhasilan upaya pencarian,
pertolongan, dan evakuasi (PPE) korban
bencana, yang dipengaruhi langsung oleh jenis
bencana, kesiapan tim, sistem peringatan dini,
mitigasi, dan edukasi masyarakat; semakin baik
upaya tersebut (misal, bangunan tahan gempa,
jalur evakuasi jelas, tim sigap), semakin tinggi
angka korban selamat dan semakin rendah
korban jiwa, menunjukkan efektivitas
penanggulangan bencana secara keseluruhan .

Jumlah korban bencana laki laki dan
perempuan yang berhasil di cari
ditolong dan di evakuasi
setiap kejadian bencana

Bidang
Kedaruratan &
Logistik

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
lah K Berhasil o .
qu a orbap yang Ber a§| . Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 550 orang
Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi 550 Orang .
. . sesuai dengan target dalam dokumen Renstra Tahun 2026.
Per Jenis Kejadian Bencana




Tersusunnya Dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota

Yang dimaksud dengan sasaran ” Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota “ yaitu terwujudnya
dokumen resmi yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terkoordinasi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan
penanganan kedaruratan bencana di tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen ini memuat strategi, skema komando, pembagian peran dan
tanggung jawab antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan darurat bencana secara
cepat, tepat, terpadu, dan efektif. Penyusunan dokumen rencana operasi kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan hasil kaji risiko
dan kaiji cepat, serta disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana, kondisi wilayah, dan kapasitas sumber daya daerah. Dokumen
ini menjadi acuan utama sejak tahap kesiapsiagaan hingga penetapan dan pelaksanaan status darurat bencana, sehingga seluruh unsur
yang terlibat memiliki kesamaan pemahaman dan langkah operasional dalam merespons kejadian bencana. Ruang lingkup dokumen
rencana operasi kedaruratan meliputi mekanisme aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pengorganisasian posko,
prosedur evakuasi dan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan logistik dan peralatan, serta sistem pelaporan dan
penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum penyusunan dokumen ini mengacu pada Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana yang menegaskan pentingnya Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana agar
Komando Darurat Bencana dan semua pihak terkait dalam operasi darurat bencana memiliki kesamaan persepsi sehingga dapat
melaksanakan tugas penyelenggaraan operasi penanggulangan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu dan
akuntabel.

Indikator Kinerja “ Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus Perbandingan Sumber data

Dokumen Rencana Operasi yang
sah/legal merupakan dokumen resmi

yang disusun secara sistematis dan | pengan tersusunnya dokumen rencana operasi

ditetapkan  oleh  pejabat  yang | kedaruratan bencana Kabupaten/Kota,

berwenang sesuai dengan ketentuan | maka penanganan situasi darurat dapat dilakukan

peraturan perunc.jarTg-undangan. secara terstruktur, cepat, dan efektif. Dokumen ini jumlah dokumen rencana operasi Bidang
Dokumen ini  menjadi  pedoman | menjadi acuan utama untuk mengintegrasikan yang sah,/legal P Kedaruratan
pelaksanaan operasi yang memuat | potensi sumber daya, menentukan mekanisme & Logistik

arah kebijakan, pembagian tugas, serta [ respons, serta menetapkan pembagian tugas

mekanisme koordinasi antar pihak | gntar instansi dalam situasi bencana .
terkait. Keabsahan dokumen tersebut

memberikan dasar hukum dalam
pelaksanaan, pengendalian, dan
pertanggungjawaban kegiatan.

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen,
1 Dokumen sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2026.

Jumlah dokumen rencana
operasi yang sah/legal




Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Yang dimaksud dengan sasaran” Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana “ yaitu bantuan kemanusiaan
yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Maka BPBD
Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dengan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara
terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik dalam tahap pra bencana, saat
terjadi bencana maupun pasca bencana. Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman bantuan Logistik merupakan panduan bagi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulanagan bencana
agar pemberian bantuan logistik kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.
Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat
di himpun dan dikerahkan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat
berupa logistik untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik yang di butuhkan dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat

terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir bandang, longsor, cuaca extrim dan kebakaran rumah/ruko di berikan bantuan logistik.

Indikator Kinerja “ Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Pendistribusian Logistik Penyelamatan
dan Evakuasi Korban bencana adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan,
serta pemulihan.

Keterlambatan distribusi logistik yang bertujuan
memenuhi kebutuhan dasar bagi Korban Bencana
akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya
korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan
mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan
makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya
ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting
dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk
itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi
korban bencana sesegera mungkin.

Jumlah korban bencana laki laki
dan perempuan yang terfasilitasi
kebutuhan dasarnya

Bidang
Kedaruratan
& Logistik

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Distribusi Logistik 550 orang Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 550 orang
Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan target dalam dokumen Renstra Tahun 2026.
Korban Bencana




Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan

Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam

Yang dimaksud dengan sasaran "Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Dalam Penanganan Awal Untuk
KLB Yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam ” yaitu mengandung makna bahwa
pemerintah daerah melalui BPBD wajib melaksanakan tindakan cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kejadian luar biasa (KLB)
berupa epidemi atau wabah penyakit yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan, sosial, serta ekonomi
masyarakat. Respon cepat yang dimaksud merupakan langkah-langkah awal penanganan yang dilakukan segera dalam waktu maksimal
1x24 jam sejak adanya penetapan atau eskalasi status dari KLB menjadi Darurat Bencana Non Alam berdasarkan hasil kaji cepat terhadap
situasi dan dampak yang terjadi. Tindakan ini mencakup koordinasi lintas sektor, pengaktifan posko tanggap darurat, mobilisasi sumber
daya, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan logistik, serta penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat guna mencegah
penyebaran lebih luas dan mempercepat proses pemulihan. Dasar hukum pelaksanaan indikator ini merujuk pada Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat
Bencana, yang menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana harus dilakukan segera setelah hasil kaji cepat diperoleh untuk

memastikan efektivitas penanganan bencana di daerah.

Indikator Kinerja “ Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Relevansi Menggambarkan Formula/Rumus

Kondisi Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi

adalah dokumen penetapan status darurat bencana
daerah (provinsi/kabupaten/kota), yang dikeluarkan | semakin cepat dan efektif
oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) | penanganan awal (respon cepat)
atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil kajian | berdasarkan data epidemiologi, | Jumlah dokumen SK penetapan status :
cepat dan laporan epidemiologi terpadu, sebagai | semakin cepat pula SK Penetapan | daruratbencana dan SKPDB kurang Bidang

. . dari 24 jam untuk setiap kejadian Kedaruratan &
landasan hukum untuk mobilisasi sumber daya dan | Status Darurat Bencana dan SKPDB luar biasa dan epidemiologi terpadu Logistik
respons cepat dalam penanggulangan bencana, | dapat diterbitkan, = menandakan yang ditetapkam
merujuk pada kerangka hukum seperti UU 24/2007 | penanganan yang komprehensif dan
tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan | tepat waktu.
turunannya .

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah dokumen SK Penetapan Status

Darurat Bencana dan SKPDB yang Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 1 (satu)
Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam 1 Dokumen dokumen, sesuai dengan target yang tercantum dalam
berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026.

Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu.




Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat
Kabupaten/Kota adalah implementasi dari Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (SKTDB) yang dipimpin oleh BPBD
Kabupaten/Kota, di mana semua sumber daya (manusia, peralatan, anggaran) diintegrasikan untuk merencanakan, mengkoordinasikan,
dan mengerahkan operasi penanganan bencana secara cepat dan efektif, mencakup evakuasi, pencarian & penyelamatan, hingga
pemberian bantuan segera dalam fase Tanggap Darurat. Dengan tujuan untuk menciptakan respons yang cepat, terkoordinasi, dan
efektif dalam menanggulangi bencana dengan mengintegrasikan semua sumber daya (manusia, peralatan, logistik) di bawah satu
komando untuk meminimalkan korban jiwa, kerusakan, serta memulihkan fungsi vital secepatnya, melalui koordinasi antar
lembaga, pengerahan tim SAR/medis/logistik, pengelolaan pengungsian, dan penyebaran informasi yang akurat. Dasar hukumnya
adalah Peraturan Kepala Badan Nasionsl Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan
Darurat Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Penyelenggaraan sistim komando penanganan darurat bencana di sesuaikan
dengan tingkat kejadian bencana dan status keadaan darurat bencana yang di berlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap
darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan yang di tanda tangani dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati.
Indikator Kinerja “ Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota
adalah dokumen resmi yang merangkum seluruh
kegiatan, koordinasi, dan hasil dari pengaktifan
Posko Komando dalam merespons bencana di
tingkat daerah (Kabupaten/Kota), yang mencakup
tahap persiapan, pelaksanaan operasi tanggap
darurat (penyelamatan, evakuasi, pemenuhan
kebutuhan dasar), hingga pelaporan akhir, untuk
memastikan penanganan bencana yang terstruktur
dan efisien sesuai standar BNPB. Laporan ini
berfungsi sebagai evaluasi kinerja dan dasar
pengambilan keputusan lebih lanjut .

Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian
Komando Penanganan Darurat Bencana (Sistem
Komando Bencana) di tingkat Kabupaten/Kota
merupakan prasyarat untuk menghasilkan laporan
pelaksanaan aktivasi sistem tersebut, karena
laporan adalah bukti output dari kegiatan
pengorganisasian dan pengerahan, menunjukkan
kesiapan, respons, dan koordinasi yang terstruktur
dalam menghadapi bencana. Semakin baik
implementasi pengerahan dan pengorganisasian,
semakin detail dan akurat laporannya, mencakup
evakuasi, logistik, dan koordinasi.

Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi Bidang
sistem komando penanganan Ked tan &
darurat bencana kabupaten/kota € arura _an
yang disusun LOgIStIk

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebanyak 1 (satu) laporan,
Sistem Komando Penanganan Darurat 1 Laporan sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis
Bencana Kabupaten/Kota (Renstra) Tahun 2026.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama . SITTI HAFSAH, S.Sos
Jabatan . KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.KES

Jabatan . KEPALA  PELAKSANA  BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA KEPALA BIDANG REHABILITASI &

REXOXSTRUKSI

.l'
dr. APRIL, M.Kes SITTI 5AH, S.Sos

()
0}



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIl TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun Anggaran 2026
No. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET
@ @ 3 4
I. | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana 100%
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam
1 penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan 100%
" | melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, | dengan efektif dan efisien 0
pengelolaan sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan
Jumlah aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas
Tersedianya aparatur bpbd kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki
a kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen kemampuan teknis dalam menyusun dokumen 25 Oran
" | pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) dan dokumen rencana rehabilitasi | pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) 9
dan rekontruksi pascabencana (r3p) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana (R3P)
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, Jumlah penvelesaian kegiatan pascabencana di
pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber peny 1 €9 P
. . , semua sektor sesuai berdasarkan Rencana .
b. | pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi o . 1 Kegiatan
. Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)
dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana :
Kabupaten/Kota yang dilegalkan
Kabupaten/Kota
Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia
usaha dalam penanganan pascabencana
kabupaten/kota meliputi Lembaga non pemerintah
. L . antar lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya
C. Menlngkatnya p;rtgsma& r;wl?syarakat dan dunia usaha dalam penanganan masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, organisasi 5 Lembaga
pascabencana Kabupaten/Kota sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan,
perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang
telah terdaftar dan legal
Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan pascabenca dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
d. | Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan 1 Dokumen

dan legal

dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu)
tahun




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

b. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

d. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

KEPALA PELAKSANA,

-

i

(dr. APRIL, M.Kes)

Anggaran
Rp 227.174.500,-
Rp 88.488.550,-
Rp 35.688.700,-
Rp 19.373.450,-
Rp 83.623.800,-

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKQANSTRUKSI,

(SITTI HAFSAH, S.Sos)

Keterangan

APBD
APBD
APBD

APBD



LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026

Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana

Penjelasan :

Penanganan pascabencana perlu karena penting untuk memulihkan penderitaan korban, melakukan rehabilitasi infrastruktur, dan
membangun kembali ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, penanganan yang lebih baik dapat mengurangi
ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal, meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di masa
depan, serta mengembalikan fungsi kelembagaan, sarana, dan prasarana yang rusak akibat bencana. Penanganan pascabencana perlu

ditingkatkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor

21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nomor 5

Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Peraturan Badan

Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

.Peraturan-peraturan ini mengatur mulai dari respons darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi, serta memberikan kerangka hukum
yang jelas untuk tindakan pemerintah dan tanggung jawab berbagai pihak. Penanganan pascabencana meliputi dua tahap utama:
Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi dasar masyarakat dan infrastruktur yang rusak agar dapat
berfungsi kembali, sementara rekonstruksi adalah pembangunan kembali secara jangka panjang untuk menciptakan kondisi yang lebih
tangguh dan tahan bencana di masa depan. Kedua tahapan ini harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan melibatkan peran

aktif pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya


https://www.google.com/search?sca_esv=f2ab16bbfe3a8bb9&cs=0&q=UU+Nomor+24+Tahun+2007+tentang+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwj3z4uSssOQAxWl4TgGHSEHKfIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfD8AZWkgMxI5WO9AYEnzCUy1-it7pJQSMR_gpw_Xq6V8eRQ4kb57gZcEmWc5zMCkVgRygVUoqNvHBvPU7rGG4rQ3IWA4c02-3fRTWQA8p_Jz9-XwBvvE02kUK_vpzMlzac&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=f2ab16bbfe3a8bb9&cs=0&q=PP+Nomor+21+Tahun+2008+tentang+Penyelenggaraan+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwj3z4uSssOQAxWl4TgGHSEHKfIQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfD8AZWkgMxI5WO9AYEnzCUy1-it7pJQSMR_gpw_Xq6V8eRQ4kb57gZcEmWc5zMCkVgRygVUoqNvHBvPU7rGG4rQ3IWA4c02-3fRTWQA8p_Jz9-XwBvvE02kUK_vpzMlzac&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=f2ab16bbfe3a8bb9&cs=0&q=PP+Nomor+21+Tahun+2008+tentang+Penyelenggaraan+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwj3z4uSssOQAxWl4TgGHSEHKfIQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfD8AZWkgMxI5WO9AYEnzCUy1-it7pJQSMR_gpw_Xq6V8eRQ4kb57gZcEmWc5zMCkVgRygVUoqNvHBvPU7rGG4rQ3IWA4c02-3fRTWQA8p_Jz9-XwBvvE02kUK_vpzMlzac&csui=3

Meningkatnya penanganan pasca

SO bencana pada saat pascabencana

PESCEIEIEEE Bl menunjukkan adanya perbaikan

seranlgrljaian h b_l_keg_ia:jtan dalamJ sistem resp)(/)ns terhadap Jumlah kegiatan penanganan
Persentase Eemlé' an (reha ”E‘S' ba?' dampak bencana, baik dari segi  pascabencanayang dilakukan Bidang
Penanganan SIS BTk kecepatan, koordinasi, maupun kab/kotapadatahunn_____ Rehabilitasi &
Pasca Bencana efektivitas melalui upaya pemulihan Jumlah target kegiatan penanganan Rekonstruksi

mengembalikan kondisi
Masyarakat dan lingkungan
ke keadaan normal setelah
bencana terjadi.

pascabencana pada tahun n

dengan kegiatan rehabilitasi atau
pun rekonstruksi pada sektor yang
terdampak bencana segera setelah
masa tanggap darurat

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 100%
100 % sesuai dengan target dalam dokumen Renstra Tahun
2026.

Persentase Penanganan Pasca
Bencana

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas
kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem
informasi, pembinaan, dan pengawasan

Terlaksananya koordinasi dan kerja sama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas
kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi,
pembinaan, dan pengawasan adalah merupakan strategi dan tujuan utama dalam sistem manajemen bencana untuk meningkatkan

kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana, seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penggulangan

Bencana, yang secara spesifik mengatur tahap pemulihan (pasca bencana) dan menekankan tanggung jawab pemerintah serta

peran serta masyarakat dan lembaga terkait.


https://www.google.com/search?sca_esv=f2ab16bbfe3a8bb9&cs=0&q=UU+Nomor+24+Tahun+2007+tentang+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwj3z4uSssOQAxWl4TgGHSEHKfIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfD8AZWkgMxI5WO9AYEnzCUy1-it7pJQSMR_gpw_Xq6V8eRQ4kb57gZcEmWc5zMCkVgRygVUoqNvHBvPU7rGG4rQ3IWA4c02-3fRTWQA8p_Jz9-XwBvvE02kUK_vpzMlzac&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=f2ab16bbfe3a8bb9&cs=0&q=UU+Nomor+24+Tahun+2007+tentang+Penanggulangan+Bencana&sa=X&ved=2ahUKEwj3z4uSssOQAxWl4TgGHSEHKfIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfD8AZWkgMxI5WO9AYEnzCUy1-it7pJQSMR_gpw_Xq6V8eRQ4kb57gZcEmWc5zMCkVgRygVUoqNvHBvPU7rGG4rQ3IWA4c02-3fRTWQA8p_Jz9-XwBvvE02kUK_vpzMlzac&csui=3

Dalam penanganan bencana diperlukan kolaborasi semua pihak yang biasa juga disebut dengan Pentahelix. Pentahelix dalam
penanganan pascabencana adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima elemen utama yaitu pemerintah, masyarakat,
akademisi, dunia usaha, dan media dalam memulihkan dan membangun kembali daerah yang terdampak bencana secara lebih efektif.
Dalam fase pascabencana, pemerintah mengoordinasikan, akademisi memberikan konsep inovatif, dunia usaha menyediakan sumber
daya, media menyebarluaskan informasi, dan masyarakat berperan sebagai akselerator pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam perencanaan
dan pelaksanaan strategi pemulihan memastikan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi serta memaksimalkan sumber daya
yang tersedia.

Indikator Kinerja "Persentase sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapain kondisi sasaran kinerja yang akan

diwujudkan yaitu:

URAIAN/DEFINISI

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Sistem penanggulangan
bencana vyang efektif dan
efisien adalah sistem
penanggulangan bencana yang
didukung oleh pendekatan
komprehensif yang mencakup
peningkatan kesiapsiagaan
(seperti peringatan dini dan
edukasi), penanganan darurat
yang cepat dan tepat, serta
pemulihan pascabencana yang
terencana.

Sistem penanggulangan bencana yang
efektif dan efisien melibatkan berbagai
pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat,
hingga dunia usaha. Sistem ini tidak
hanya berfokus pada respons darurat,
tetapi juga mencakup seluruh siklus
bencana. Sehingga Kunci efektivitasnya
adalah koordinasi antarlembaga melalui
kolaborasi pentahelix (pemerintah,
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan
media), yang mengimplementasikan
strategi terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah sistem penanggulangan
bencana yang berjalan

efektif dan efisien
Total sistem penanggulangan

bencana yang ada

x 100

Bidang
Rehabilitasi &
Rekonstruksi




Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase Sistem penanggulangan
bencana berjalan dengan efektif dan 100% Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 100%
efisien

Tersedianya aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan dokumen rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana (R3P)

Tersedianya Aparatur BPBD Kab/Kota dan perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen JITUPASNA & R3P adalah kondisi

terpenuhinya sumber daya aparatur yang kompeten dan terlatih di lingkungan BPBD dan perangkat daerah terkait, yang mampu
melaksanakan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P) secara tepat waktu, sistematis, terkoordinasi, serta sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta memiliki kompetensi untuk menilai kerusakan, kerugian dan merencanakan pemulihan fisik dan non-fisik pascabencana
secara terukur. Hal ini memastikan pemulihan yang cepat, efektif, dan terarah serta ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi teknis
dalam melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana serta menyusun dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana sesuai ketentuan.

Ketersediaan aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan
JITUPASNA dan R3P menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penanganan pascabencana. Kondisi ini menjamin akurasi
perencanaan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta keterpaduan lintas sektor sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena
itu, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pembentukan tim teknis, penyusunan SOP, dan pemanfaatan teknologi informasi
menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Penguasaan kemampuan teknis ini sangat penting bagi tim yang berfokus pada tahapan
pascabencana, sebagaimana diatur dalam sistem penanggulangan bencana yang melibatkan peran fungsional BPBD serta bertujuan agar
aparatur di tingkat Kabupaten/Kota (BPBD & OPD Terkait) mampu secara mandiri merumuskan dokumen strategis pemulihan,

menetapkan prioritas, dan merencanakan anggaran yang dibutuhkan, seperti yang ditekankan dalam renja 2026.



Indikator Kinerja “Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki

kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran

kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN/DEFENISI

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Jumlah Aparatur BPBD
Kabupaten/Kota dan lintas dan lintas
perangkat daerah Kabupaten/Kota
yang memiliki kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen pengkajian

kebutuhan pascabencana
(JITUPASNA) dan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana (R3P) adalah indikator
kinerja, yang mengukur total personel
berkeahlian teknis (penilaian
kerusakan, kerugian, dampak,
kebutuhan) untuk menyusun dokumen
acuan pemulihan  pascabencana
(rehabilitasi & rekonstruksi). Personel
ini bekerja lintas sektor (sosial, fisik,

ekonomi, manusia) untuk
merencanakan pemulihan yang
sistematis

Kompetensi teknis SDM merupakan prasyarat
mutlak untuk menghasilkan dokumen rencana
rehab-rekon yang akurat, terukur, dan
berkualitas dalam penanganan pascabencana.
Dengan tersedianya Aparatur BPBD dan lintas
perangkat daerah Kabupaten/Kota yang
memiliki kemampuan teknis dalam menyusun
dokumen JITUPASNA dan R3P, maka
koordinasi penanganan pascabencana,
perencanaan rehabilitasi, dan rekonstruksi fisik
maupun sosial dapat dilakukan secara mandiri,
terukur, dan lebih cepat guna mempercepat
pemulihan wilayah terdampak bencana.
Meningkatnya jumlah aparatur BPBD dan lintas
perangkat daerah yang kompeten dalam
menyusun dokumen JITUPASNA dan R3P
akan meningkatkan  kualitas  perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,
mempercepat pemulihan sarana prasarana
serta fungsi sosial-ekonomi masyarakat, dan
memperkuat  koordinasi  penanggulangan
bencana di tingkat kabupaten/kota

Jumlah
Aparatur BPBD dan OPD terkait
yang mengikuti bimbingan
teknis penyusunan Dokumen
JITUPASNA dan R3P

Bidang
Rehabilitasi &
Rekonstruksi




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan
penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas dan
lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Target kinerja tahun 2026 di tetapkan
kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian 25 Orang sebanyak 25 orang sesuai dengan
kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana target pada dokumen renstra.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan
APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota

Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota berdasarkan R3P adalah terlaksananya koordinasi
lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan ketersediaan APBD, non-APBD, dan sumber
pendanaan lainnya, melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lintas perangkat daerah. Hal tersebut merujuk pada upaya
untuk memastikan seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota bekerja sama secara efektif dalam fase pemulihan setelah bencana, sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan (R3P). Pada akhirnya, tujuan dari koordinasi ini adalah mewujudkan pemulihan yang komprehensif
dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dasar hukum untuk koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan
pascabencana yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, adalah Undang-Undang Nomor 24 Thaun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan
bencana, termasuk yang mencakup koordinasi antardaerah dan pelaporan lintas perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggungan bencana. PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 24/2007 yang merinci
lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, yang memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan
penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam. Perpres ini memperkuat mandat pemerintah pusat dan daerah dalam
penanggulangan bencana secara terpadu, termasuk dalam hal perencanaan, pengalokasian sumber daya (APBD, non-APBD),
danpendanaan lainnya, dengan mekanisme koordinasi yang jelas. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Meskipun bukan dasar hukum primer, R3P merupakan acuan kerja yang mendasari seluruh kegiatan penanganan pascabencana dan
mengamanatkan adanya koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaannya. R3P disusun berdasarkan kebijakan dan peraturan
yang lebih tinggi (UU, PP, Perpres)



Indikator Kinerja “

Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan

URAIAN/DEFENISI

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Jumlah  penyelesaian  kegiatan
pascabencana di semua sektor
sesuai  berdasarkan Rencana
Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pascabencana (R3P)
Kabupaten/Kota yang dilegalkan

adalah indikator  keberhasilan
dalam memulihkan dan
membangun kembali prasarana dan
sarana  pascabencana  sesuai
dengan rencana yang telah
ditetapkan. Ini  mengacu  pada
ukuran sejauh mana berbagai

kegiatan, baik fisik maupun non-
fisik, dalam R3P telah berhasil

diselesaikan di berbagai sektor
seperti perumahan, infrastruktur,
sosial, dan ekonomi di tingkat

daerah

Koordinasi lintas perangkat daerah yang
terorganisir dan efektif dalam penanganan
pascabencana akan secara langsung
meningkatkan jumlah penyelesaian kegiatan
pascabencana sesuai Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana
(R3P). Ketersediaan sumber daya yang
memadai dari APBD, non-APBD, dan sumber
lainnya yang dikoordinasikan dengan baik akan
mempercepat pelaksanaan program,
sementara pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan yang terintegrasi akan memastikan
kegiatan berjalan sesuai rencana dan efisien,
sehingga berdampak pada tingginya tingkat
penyelesaian kegiatan pascabencana.
Koordinasi yang efektif menjadi prasyarat
penting bagi tercapainya jumlah penyelesaian
kegiatan pascabencana yang optimal dan tepat
waktu.

Jumlah kegiatan pemulihan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana

Bidang Rehabilitasi &
Rekonstruksi




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Jumlah penyelesaian kegiatan
pascabencana di semua sektor sesuai Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1
berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan 1 Kegiatan Kegiatan sesuai dengan target pada dokumen
Rekontruksi  Pascabencana (R3P) renstra.
Kabupaten/Kota yang dilegalkan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota adalah keterlibatan aktif masyarakat
dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna
mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. partisipasi ini merupakan wujud kolaborasi
multipihak yang mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pemulihan pascabencana serta pengurangan risiko bencana di masa
mendatang. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota juga merupakan elemen penting
dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Pada akhirnya,
tujuan dari partisipasi ini adalah Meningkatkan efektivitas dan percepatan pemulihan pascabencana melalui keterlibatan aktif masyarakat
dan dunia usaha dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, memperkuat sinergi dan kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah,
masyarakat, dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana yang terkoordinasi dan berkelanjutan serta Mendorong kemandirian dan
ketangguhan masyarakat dalam proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Dasar hukum untuk Partisipasi masyarakat dan dunia
usaha dalam penanganan pascabencana adalah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan tentang rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang Menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan non-
pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).



Indikator Kinerja “ Jumlah Keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota
meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemayarakatan, organisasi
sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal)”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

URAIAN/DEFENISI

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Jumlah  Keterlibatan  kelompok
masyarakat dan dunia usaha dalam
penanganan pascabencana
Kabupaten/Kota meliputi Lembaga

non pemerintah antara lain
lembaga filantropi, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi

kemayarakatan, organisasi sosial,
organisasi keagamaan, organisasi
relawan, perguruan tinggi, media
massa dan dunia usaha yang telah
terdaftar dan legal adalah indikator
yang mengukur jumlah
organisasi/lembaga non-
pemerintah dan pelaku usaha
yang terdaftar dan legal, yang
berkontribusi secara nyata dalam
kegiatan penanganan
pascabencana (fase rehabilitasi dan
rekonstruksi) di Kabupaten/Kota

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha
dalam penanganan pascabencana
Kabupaten/Kota akan secara langsung
meningkatkan jumlah keterlibatan kelompok
masyarakat dan dunia usaha yang terdaftar
dan legal. Keterlibatan kelompok masyarakat
dan dunia usaha dalam penanganan
pascabencana Kab/Kota merupakan
prasyarat penting untuk  mendukung
percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketersediaan tersebut ditandai dengan
adanya organisasi/lembaga non-pemerintah
(lembaga filantropi, LSM, ormas, organisasi
sosial, organisasi keagamaan, organisasi
relawan, perguruan tinggi, media massa, dan
dunia usaha) yang terdaftar, legal, dan
memiliki kapasitas serta kesiapan untuk

berpartisipasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, pendanaan, pendampingan,
dan pemantauan penanganan

pascabencana khususnya pada
rehabilitasi dan rekonstruksi

tahap

Jumlah Keterlibatan kelompok
masyarakat dan dunia usaha
dalam penanganan
pascabencana Kabupaten/Kota

Bidang
Rehabilitasi &
Rekonstruksi




Target Kinerja
Dalam perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut:

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Jumlah Keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan o _
pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : Target kinerja tahun 2026 di

tetapkan sebanyak 5
Lembaga sesuai dengan
target pada dokumen renstra.

lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemayarakatan, 5 Lembaga
organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi,
media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal

Tersedianya dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana (R3P) kab/kota yang sah dan legal

Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) adalah dokumen yang memuat hasil pengumpulan data, analisis
dampak, kerusakan, dan penilaian kebutuhan pemulihan pascabencana yang mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur,
perumahan, dan lintas sektor lainnya. Dokumen ini menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pemulihan. Adapun yang dimaksud
dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) adalah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan hasil
JITUPASNA dan memuat arah kebijakan, program, kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana di Kabupaten/Kota. Dokumen JITUPASNA dan R3P merupakan instrumen utama dalam penanganan
pascabencana. JITUPASNA berfungsi sebagai dasar identifikasi dan analisis kebutuhan pemulihan, sedangkan R3P menjadi pedoman
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam konteks penanganan pascabencana, penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P
menjadi prasyarat penting, sehingga dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan
pascabencana yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen tersebut menjadi
sangat penting. Tersedianya dokumen JITUPASNA dan R3P Kabupaten/Kota adalah kondisi di mana pemerintah daerah telah memiliki
dokumen perencanaan pascabencana yang lengkap, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi. Dokumen tersebut memuat analisis kebutuhan pemulihan, prioritas program, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan
pendanaan. Ketersediaan dokumen ini menjadi prasyarat utama bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemulihan
pascabencana dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.



Indikator Kinerja “Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana (R3P) kab/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun”

Sasaran kinerja memiliki 1 indikator yangan akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan

diwujudkan yaitu:

URAIAN/DEFENISI

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Jumlah Penyelesaian dokumen pengkajian
kebutuhan Pascabencana dan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai
dengan dinyatakan sah dan legal paling lama
dalam 1 (satu) tahun adalah jumlah dokumen
yang disusun, disepakati, dan dilegalkan
(disahkan) oleh pejabat berwenang dalam
waktu maksimal 1 (satu) tahun setelah
bencana terjadi. Indikator ini  diukur
berdasarkan jumlah unit dokumen yang
disahkan.

Dokumen yang sah dan legal
(disahkan dalam kurun waktu 1
tahun) memastikan rehabilitasi-
rekonstruksi terarah, tepat sasaran,
dan memiliki basis anggaran yang
kuat. Tersedianya Dokumen
JITUPASNA dan R3P menjadi
dasar perencanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi serta menjamin
kepastian hukum dan sinkronisasi
pembangunan daerah.

Jumlah Penyelesaian
Dokumen JITUPASNA dan

R3P Bidang

Rehabilitasi &
Rekonstruksi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Jumlah Penyelesaian dokumen pengkajian
kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi Target kinerja tahun 2026 di tetapkan
dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 1 dokumen sebanyak 1 dokumen sesuai dengan target

sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama

dalam 1 (satu) tahun.

pada dokumen renstra.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

ANDRIE FIRDAUS, S. Sos

SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

dr. APRIL, M.Kes

KEPALA  PELAKSANA  BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Malili, 12 Februari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA PELAKSANA SEKRETARIS

i

dr. APRIL, M.Kes

ANDRIE FIRDAUS, S. Sos



LAMPIRAN |

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIl TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat Sekretaris
Tahun Anggaran 2026
No. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET
1) 2 ©) 4
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan : .
. | Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Persenta_se Keglatan_ Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100%
. yang Berjalan Sesuai Standar
Tugas dan Fungsi
Tersedianya dokumen perencanaan,
1. | penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah 100%
Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD
2. | Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah Persentase realisasi anggaran 100%
Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah,
3, | perencanaan kebutuhan_BMD, pengelolaan, Persentase aset teradministrasi 100%
pengamanan dan pemeliharaan aset, serta
penyusunan neraca yang akuntabel
Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang
4, akurat, pengembangan kor_npeten_S| aparatur, serta Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar 100%
terlaksananya proses administrasi kepegawaian
yang efisien
5. Tersedianya fasilitas dan Iayanan yang mendukung Persentase layanan administrasi tepat waktu 100%
kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan
6. | mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rencana kebutuhan 100%
Perangkat Daerah
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung
7. | kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan 100%
perangkat daerah
8. Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam Persentase barang dipelihara secara berkala 100%

kondisi baik




© N o 0o b~ wWwhPE

Program/Kegiatan Anggaran
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp  109.788.100,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 4.478.599.956,-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 17.976.300,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 42.981.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp  359.713.100,-

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp  155.461.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp  106.729.250,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp  185.270.000,-

Rp 5.456.518.706,-

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA, SEKRETARIS,

i

(dr. APRIL, M.Kes) (ANDRIE FIRDAUS, S. Sos)

Keterangan

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD



LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

Yang dimaksud “Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi”
adalah pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan
publik yang optimal. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah, perlu dilakukan peningkatan
profesionalisme aparatur, perbaikan tata kelola organisasi (termasuk uraian tugas), pemanfaatan teknologi (e-government), partisipasi
masyarakat, serta penyusunan rencana strategis (Renstra) yang jelas dan akuntabel. .

Tujuan dari peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi adalah
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, mencapai target pembangunan
daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih
mudah dijangkau. Dasar hukum dari peningkatan kualitas kegiatan penunjang urusan perangkat daerah adalah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur tentang otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan asas
penyelenggaraan pemerintahan. UU ini bertujuan agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya secara lebih
efektif dan efisien, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti prosedur
yang telah ditetapkan untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan masyarakat. Pelayanan ini merupakan hak setiap warga negara
dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Dasar hukum utama yang mendasari peningkatan kualitas
pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan hukum
untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas serta kewajiban penyelenggara pelayanan untuk menyediakannya secara
transparan dan akuntabel. Selain itu, peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan juga menjadi acuan dalam implementasi di lapangan.

Dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi akan menghasilkan
kinerja yang lebih baik dan efisien, peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian target-target pembangunan, serta penguatan tata
kelola pemerintahan yang baik. Kualitas yang lebih baik memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara optimal untuk mendukung
pencapaian tujuan perangkat daerah dan pemerintah daerah secara keseluruhan.



https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=47dab9ba39490397&q=Undang-Undang+Nomor+23+Tahun+2014+tentang+Pemerintahan+Daerah&sa=X&ved=2ahUKEwjeuNPE7cOQAxXF9jgGHXx1Bw4QxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfA8UlwJEEgGBxIPgM30XZS_p7pAml8aw9zCY5xuQV-0PFui2W3_0bbf5zBiKrb3hu1eTUGO1PjKen3sKnXoOqfgaHKYgWMq19pd4f1_dzgf2KRDwoS36d4HWzU3pnxRp0g&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=47dab9ba39490397&q=Undang-Undang+Nomor+23+Tahun+2014+tentang+Pemerintahan+Daerah&sa=X&ved=2ahUKEwjeuNPE7cOQAxXF9jgGHXx1Bw4QxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfA8UlwJEEgGBxIPgM30XZS_p7pAml8aw9zCY5xuQV-0PFui2W3_0bbf5zBiKrb3hu1eTUGO1PjKen3sKnXoOqfgaHKYgWMq19pd4f1_dzgf2KRDwoS36d4HWzU3pnxRp0g&csui=3

Indikator Kinerja “ Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Persentase Kegiatan
Penunjang Urusan Perangkat
Daerah yang Berjalan Sesuai
Standar adalah ukuran kinerja
yang menunjukkan seberapa
banyak kegiatan penunjang
perangkat daerah (seperti
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi) yang telah
terlaksana sesuai dengan
standar yang ditetapkan

Keterkaitan antara kegiatan penunjang urusan
perangkat daerah yang berjalan sesuai standar dengan
meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi
adalah hubungan sebab-akibat, dimana standar yang
baik menjadi fondasi untuk kualitas yang lebih
baik. Ketika kegiatan penunjang (seperti tata kelola,
administrasi, dan dukungan teknis) dilaksanakan sesuai
standar yang telah ditetapkan, hal itu akan menciptakan
kondisi kerja yang efisien dan efektif. Kondisi ini pada
gilirannya akan meningkatkan kemampuan perangkat
daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara
optimal, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas
hasil kerja secara keseluruhan

Rata — rata capaian dari

jumlah kegiatan + 100

jumlah kegiatan

Laporan
Kinerja Lingkup
Sekretariat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :
Indikator Kinerja Target Penjelasan
: . Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak
Persentase Kegiatan Penunjang 100%. Penetapan target disesuaikan dengan
Urusan Perangkat Daerah yang 100% > P g g

Berjalan Sesuai Standar

target
mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

dalam dokumen

Renstra dengan




a. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi
OPD

e Yang dimaksud “Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil
evaluasi OPD” adalah kondisi di mana dokumen-dokumen tersebut tersedia dan dapat diakses sebagai bentuk akuntabilitas dan
transparansi kinerja pemerintah daerah kepada publik. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan, penggaran dan
evaluasi. Dimana dokumen perencanaan yang disusun terdiri atas dokumen 1 tahunan (RENJA) maupun dokumen 5 tahunan (RENSTRA)
yang didasari amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan sangat
berkaitan erat dengan penganggaran, sesuai dengan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan ini mengatur keseluruhan proses pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan dan
penganggaran dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur secara
detail teknis pelaksanaan keuangan daerah. Dan berkaitan dengan SAKIP sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan laporan kinerja (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP) dan evaluasi kinerja oleh setiap OPD.Dokumen perencanaan, penganggaran, laporan
capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan hasil evaluasi OPD sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi
pengelolaan keuangan publik, serta untuk menjadi dasar perbaikan program dan alokasi anggaran di masa depan. Dokumen-dokumen ini
membentuk siklus manajemen kinerja yang memastikan sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat.

Indikator Kinerja “Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus Perbandingan

Sumber data

Persentase ketercapaian target
kinerja perangkat daerah
adalah ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh target kinerja telah
berhasil dicapai oleh suatu
perangkat daerah, yang dihitung
dengan membandingkan realisasi

dengan target yang telah
ditetapkan. Atau ukuran
keberhasilan perangkat daerah

dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang telah direncanakan.

Ketersediaan dokumen perencanaan,
penganggaran, Laporan Capaian Kinerja, dan
evaluasi memiliki hubungan sangat erat dan

saling memengaruhi dengan persentase
ketercapaian  target kinerja  perangkat
daerah. Dokumen-dokumen  ini  berfungsi

sebagai dasar, panduan, dan alat ukur untuk
mencapai target, sedangkan persentase
ketercapaian adalah  hasil akhir yang
menunjukkan seberapa baik target tersebut
terwujud. Jika semua dokumen tersebut
tersedia, maka persentase ketercapaian target
kinerja perangkat daerah dapat dihitung secara
lebih akurat dan objektif karena terdapat data
pendukung yang lengkap untuk analisis.

Jumlah target kinerja tercapai

X 100

Jumlah target kinerja ditetapkan

Sub Bagian
Perencanaan

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase ketercapaian taraet Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
P g 100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan

kinerja perangkat daerah dalam dokumen Renstra.




Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Yang dimaksud “Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah” yaitu tersedianya laporan keuangan yang telah disusun secara
sistematis oleh suatu instansi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang telah di lakukan
dalam satu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah
Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan laporan keuangan
yang baik. Oleh karena itu laporan keuangan yang tersedia diharapkan dapat menyajikan informasi baik berupa laporan posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas,neraca dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan serta dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor mengenai alokasi sumberdaya yang dipercayakan
kepadanya. Dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan evaluasi. Secara spesifik, laporan ini bertujuan untuk

membantu membandingkan anggaran dengan realisasi, menilai efektivitas dan efisiensi, memastikan ketaatan terhadap peraturan, serta

menyediakan dasar bagi akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah.

Indikator Kinerja “Persentase realisasi anggaran”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu .

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Realisasi anggaran
adalah perbandingan antara anggaran
yang telah direncanakan dengan
realisasi atau pengeluaran yang benar-
benar terjadi selama periode waktu
tertentu, biasanya satu tahun.
Sedangkan Persentase realisasi
anggaran adalah perbandingan antara
jumlah anggaran yang sudah terpakai
(teralisasi) dengan total pagu anggaran
yang ditetapkan

Keterkaitan antara persentase realisasi anggaran
dan tersedianya laporan keuangan perangkat
daerah sangat erat karena persentase realisasi
anggaran merupakan bagian inti dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi salah satu
komponen wutama dalam laporan keuangan
perangkat daerah. LRA menyajikan perbandingan
antara realisasi dan pagu anggaran yang ditetapkan,
dan ketersediaan laporan ini menunjukkan
akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana
pemerintah.

Realisasi Anggaran
Total Anggaran Yang
direncanakan

X100

Sub Bagian
Keuangan




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
Persentase realisasi anggaran 100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra.

Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan
aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel

Yang dimaksud “Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan
pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel” adalah bagian dari pengelolaan barang milik daerah (BMD), yang
merupakan komponen kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Adapun dasar hukum terkait pengelolaan aset daerah yang
meliputi penyusunan laporan, perencanaan kebutuhan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penyusunan neraca akuntabel adalah PP
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (meskipun sudah ada peraturan lebih baru) juga menjadi acuan teknis
pengelolaan, dan peraturan yang lebih baru seperti Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 kemungkinan akan menggantikan atau melengkapi
pengaturan yang sudah ada. Tujuan penyusunan dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan,
pengamanan, pemeliharaan, dan penyusunan neraca yang akuntabel adalah untuk memastikan pengelolaan aset daerah yang
transparan dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembiayaan program pemerintah daerah,
serta menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga, mengamankan, dan

mengoptimalkan nilai aset daerah untuk kesejahteraan Masyarakat.



e Indikator Kinerja “Persentase aset teradministrasi”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Perbandingan

Sumber data

Aset yang teradministrasi | Aset yang teradministrasi sangat terkait erat dengan
adalah aset yang dicatat, | semua aspek pengelolaan aset daerah, karena

dikelola, dipantau, dan | administrasi yang baik merupakan dasar untuk

dipelihara secara | semua kegiatan berikutnya. Jika persentase aset | jumlahasetteradministrasi 44 | Syp Bagian
sistematis melalui sistem | teradministrasi tinggi, maka ketersediaan dokumen | /¥miahasetkeseluruhan Umum &
pencatatan dan administrasi | dan laporan, perencanaan kebutuhan BMD, Kepegawaian

yang terstruktur. Proses ini | pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, hingga
memastikan aset dapat | penyusunan neraca yang akuntabel akan menjadi
dipertanggungjawabkan lebih mudah dan akurat.

e Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam dokumen renstra

Persentase aset
teradministrasi




Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses
administrasi kepegawaian yang efisien

Yang dimaksud “tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya
proses administrasi kepegawaian yang efisien” adalah tujuan dari manajemen kepegawaian yang efektif. Ini mencakup pengelolaan
sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi, dengan fokus pada akurasi data, peningkatan kompetensi
pegawai, dan kelancaran proses administrasi. Tujuan dari ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan
kompetensi, dan efisiensi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi, mendukung perencanaan dan
pengembangan pegawai yang lebih baik, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Hal ini dicapai melalui sistem
manajemen yang terintegrasi, prosedur yang efisien, dan penempatan pegawai yang sesuai kompetensi. Dasar hukum yang mendasari
ketersediaan data kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi, dan administrasi kepegawaian yang efisien adalah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023. Terdapat pula dasar hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (yang diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014),

serta peraturan pemerintah terkait disiplin dan administrasi kepegawaian, contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Indikator Kinerja “Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :


https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Nomor+5+Tahun+2014+tentang+Aparatur+Sipil+Negara+%28ASN%29&oq=dasar+hukum+Tersedianya+data+dan+informasi+kepegawaian+yang+akurat%2C+pengembangan+kompetensi+aparatur%2C+serta+terlaksananya+proses+administrasi+kepegawaian+yang+efisien&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEwOTIyajBqN6gCCLACAfEF2jp5hm_GfiPxBdo6eYZvxn4j&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBTugoqxIjE_QtT5KjxWRszj6FjlXOlzeW3fzOUhp1Vlmw3f0vzo711BSs89iCcSNyX9KjTDH63OjG9nc_FBLwkVhjn-LLkSBSLiUGgnF1-zrwJEJSuiiZEVR1oMHHyzsk&csui=3&ved=2ahUKEwiwlYrIk8aQAxWXxDgGHRMzGU8QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Nomor+5+Tahun+2014+tentang+Aparatur+Sipil+Negara+%28ASN%29&oq=dasar+hukum+Tersedianya+data+dan+informasi+kepegawaian+yang+akurat%2C+pengembangan+kompetensi+aparatur%2C+serta+terlaksananya+proses+administrasi+kepegawaian+yang+efisien&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEwOTIyajBqN6gCCLACAfEF2jp5hm_GfiPxBdo6eYZvxn4j&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBTugoqxIjE_QtT5KjxWRszj6FjlXOlzeW3fzOUhp1Vlmw3f0vzo711BSs89iCcSNyX9KjTDH63OjG9nc_FBLwkVhjn-LLkSBSLiUGgnF1-zrwJEJSuiiZEVR1oMHHyzsk&csui=3&ved=2ahUKEwiwlYrIk8aQAxWXxDgGHRMzGU8QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Nomor+43+Tahun+1999&oq=dasar+hukum+Tersedianya+data+dan+informasi+kepegawaian+yang+akurat%2C+pengembangan+kompetensi+aparatur%2C+serta+terlaksananya+proses+administrasi+kepegawaian+yang+efisien&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEwOTIyajBqN6gCCLACAfEF2jp5hm_GfiPxBdo6eYZvxn4j&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBTugoqxIjE_QtT5KjxWRszj6FjlXOlzeW3fzOUhp1Vlmw3f0vzo711BSs89iCcSNyX9KjTDH63OjG9nc_FBLwkVhjn-LLkSBSLiUGgnF1-zrwJEJSuiiZEVR1oMHHyzsk&csui=3&ved=2ahUKEwiwlYrIk8aQAxWXxDgGHRMzGU8QgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+53+Tahun+2010+tentang+Disiplin+Pegawai+Negeri+Sipil&oq=dasar+hukum+Tersedianya+data+dan+informasi+kepegawaian+yang+akurat%2C+pengembangan+kompetensi+aparatur%2C+serta+terlaksananya+proses+administrasi+kepegawaian+yang+efisien&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEwOTIyajBqN6gCCLACAfEF2jp5hm_GfiPxBdo6eYZvxn4j&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBTugoqxIjE_QtT5KjxWRszj6FjlXOlzeW3fzOUhp1Vlmw3f0vzo711BSs89iCcSNyX9KjTDH63OjG9nc_FBLwkVhjn-LLkSBSLiUGgnF1-zrwJEJSuiiZEVR1oMHHyzsk&csui=3&ved=2ahUKEwiwlYrIk8aQAxWXxDgGHRMzGU8QgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+53+Tahun+2010+tentang+Disiplin+Pegawai+Negeri+Sipil&oq=dasar+hukum+Tersedianya+data+dan+informasi+kepegawaian+yang+akurat%2C+pengembangan+kompetensi+aparatur%2C+serta+terlaksananya+proses+administrasi+kepegawaian+yang+efisien&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEwOTIyajBqN6gCCLACAfEF2jp5hm_GfiPxBdo6eYZvxn4j&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBTugoqxIjE_QtT5KjxWRszj6FjlXOlzeW3fzOUhp1Vlmw3f0vzo711BSs89iCcSNyX9KjTDH63OjG9nc_FBLwkVhjn-LLkSBSLiUGgnF1-zrwJEJSuiiZEVR1oMHHyzsk&csui=3&ved=2ahUKEwiwlYrIk8aQAxWXxDgGHRMzGU8QgK4QegQIARAD

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus Sumber data
Perbandingan

Dokumen kepegawaian sesuai
standar adalah dokumen yang
berisi  rekam jejak  aktivitas
kepegawaian yang ditetapkan oleh
pejabat berwenang, dan mencakup
data diri, riwayat Kkarir, serta

Persentase dokumen kepegawaian yang sesuai
standar sangat terkait karena menjadi
dasar ketersediaan data akurat, pengembangan
kompetensi, dan efisiensi administrasi. Dokumen

administrasi penting lainnya, sepert yang terstandarisasi memastikan data Jumlah dokumen sesuai b
' i iadi tand Sub Bagian
Surat Keputusan (SK) kepegawaian lengkap dan akurat,. yang menjad! T Sandar____ x300 Umumg&
landasan untuk mengevaluasi kompetensi ' .
pengangkatan, Surat pernyataan Kepegawaian

pegawai dan merencanakan pengembangan.
Selain itu, proses administrasi yang efisien sangat
bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian
standar dokumen agar setiap proses dapat
berjalan lancar dan tepat. .

tugas, Daftar Riwayat Hidup (DRH),
dan kartu-kartu pegawai. Dokumen-
dokumen ini  menjadi  bukiti
perjalanan karir dan alat bantu
pengambilan keputusan bagi
pimpinan.

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar 100%
100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam
dokumen renstra.

Persentase dokumen
kepegawaian sesuai standar




e.

Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah

Yang dimaksud “ Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah berarti ketersediaan
sarana dan prasarana, seperti infrastruktur, teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan kewenangan
pemerintah daerah secara efektif. Hal ini mencakup penyediaan sarana fisik (gedung, kendaraan, dll.), sistem digital (perangkat keras dan
lunak), serta tenaga ahli dan staf yang kompeten untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketersediaan
fasilitas dan layanan yang memadai sangat krusial bagi kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik
yang optimal. Hal ini mendukung birokrasi yang efisien, transparan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ketersediaan
fasilitas dan layanan penunjang adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar perangkat
daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dasar hukum ketersediaan fasilitas dan layanan untuk perangkat
daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik yang mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung.

Indikator Kinerja “Persentase layanan administrasi tepat waktu”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus Sumber

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Perbandingan data

Dengan tersedianya fasilitas dan layanan yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat
daerah, maka dapat meningkatkan efektivitas,

Layanan administrasi tepat waktu
adalah kegiatan pelayanan administrasi yang

diselesaikan sesuai dengan jangka waktu Jumlah layanan tepat

. . efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang waktu Sub Bagian
ang telah ditentukan, baik itu waktu tunggu [ =~ - . X100
yang . . 99U iberikan kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan Jumlah layanan Umum &
maupun waktu pemrosesan. Ini berarti layanan . . . keseluruhan ;
perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal dalam Kepegawaian

administrasi harus cepat, efisien, dan memenubhi
standar waktu yang telah ditetapkan untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat.

menjalankan program dan kebijakan pemerintah
daerah, serta mampu merespons kebutuhan
masyarakat dengan lebih baik.




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase lavanan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
. . y 100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam
administrasi tepat waktu
dokumen renstra.

Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Yang dimaksud “Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah
hasil dari proses perencanaan kebutuhan yang disusun berdasarkan kebutuhan riil untuk menjalankan tugas dan fungsi. Proses ini
memastikan bahwa Perangkat Daerah memiliki peralatan dan aset yang memadai, yang selanjutnya akan diwujudkan
melalui pengadaan dan pengelolaan yang optimal. Untuk memastikan ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mendukung tugas
dan fungsi Perangkat Daerah, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dari
penganggaran hingga penghapusan, yang semuanya harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Tujuannya adalah untuk
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mewujudkan akuntabilitas, tertib, efektif,
dan efisien dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja
pemerintahan. Dasar hukum ketersediaan barang milik daerah untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah juga menjadi dasar hukum
yang mengatur teknisnya lebih rinci, contohnya Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di beberapa
daerah. Dengan tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka akan

tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan dan target program dapat tercapai secara optimal.


https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Nomor+1+Tahun+2004+tentang+Perbendaharaan+Negara&sca_esv=6d9773df8986f1e8&ei=MWYAae6yMeSOnesP6KTByQM&ved=2ahUKEwje7-7MpcaQAxUeTGwGHesfKRsQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=dasar+hukum+dari+Tersedianya+kebutuhan+barang+milik+daerah+yang+mendukung+pelaksanaan+tugas+dan+fungsi+Perangkat+Daerah&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAid2Rhc2FyIGh1a3VtIGRhcmkgVGVyc2VkaWFueWEga2VidXR1aGFuIGJhcmFuZyBtaWxpayBkYWVyYWggeWFuZyBtZW5kdWt1bmcgcGVsYWtzYW5hYW4gdHVnYXMgZGFuIGZ1bmdzaSBQZXJhbmdrYXQgRGFlcmFoSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCCIgtIRHn6X_rVbzQHxtzVftyV7McvPHV4JZPlWbxS9-t2OaOqHP4n7W8zCF65pHiuD9LKCESKzmaevcJWUrwkrM8PinFXzWesylh0uNRvi1LabSZ-a00QG3LuIYjFRNY&csui=3
https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Nomor+1+Tahun+2004+tentang+Perbendaharaan+Negara&sca_esv=6d9773df8986f1e8&ei=MWYAae6yMeSOnesP6KTByQM&ved=2ahUKEwje7-7MpcaQAxUeTGwGHesfKRsQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=dasar+hukum+dari+Tersedianya+kebutuhan+barang+milik+daerah+yang+mendukung+pelaksanaan+tugas+dan+fungsi+Perangkat+Daerah&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAid2Rhc2FyIGh1a3VtIGRhcmkgVGVyc2VkaWFueWEga2VidXR1aGFuIGJhcmFuZyBtaWxpayBkYWVyYWggeWFuZyBtZW5kdWt1bmcgcGVsYWtzYW5hYW4gdHVnYXMgZGFuIGZ1bmdzaSBQZXJhbmdrYXQgRGFlcmFoSABQAFgAcAB4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCCIgtIRHn6X_rVbzQHxtzVftyV7McvPHV4JZPlWbxS9-t2OaOqHP4n7W8zCF65pHiuD9LKCESKzmaevcJWUrwkrM8PinFXzWesylh0uNRvi1LabSZ-a00QG3LuIYjFRNY&csui=3

Indikator Kinerja “Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

pengadaan, untuk menghindari
pemborosan dan mengoptimalkan
anggaran.

perangkat daerah secara efektif. Jika pengadaan sesuai
rencana, maka barang yang dibutuhkan akan tersedia
tepat waktu dan jumlahnya, yang kemudian mendukung
operasional perangkat daerah secara optimal.

. . . - Formula/Rumus Sumber
Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Perbandingan i
. Keterkaitan antara persentase kesesuaian pengadaan
Kesesuaian pengadaan barang
barang dengan rencana kebutuhan (RKBMD) dan
dengan rencana  kebutuhan i .
. tersedianya kebutuhan barang milik daerah sangat erat;
adalah proses memastikan . L i
- kesesuaian yang tinggi dalam pengadaan barang Jumlah barang sesuai
barang yang akan dibeli benar- _ kebutuhan Laporan
. menunjukkan bahwa proses perencanaan dan ! X 100 p
benar sesuai dengan yang ) . Jumlah barang diadakan Aset
. . . o pengadaan berhasil mewujudkan kebutuhan yang
dibutuhkan, baik dari segi jenis, dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi (Pengelola
kualitas, kuantitas, maupun waktu g g g BMD)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase kesesuaian Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
pengadaan barang dengan 100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan

rencana kebutuhan

dalam dokumen Renstra.




Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

Yang dimaksud “ Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah” dapat diartikan sebagai
penyediaan sumber daya dan layanan pendukung agar perangkat daerah dapat melaksanakan kewenangannya secara efektif dan efisien.
Ketersediaan jasa penunjang sangat krusial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam
menjalankan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Jasa-jasa ini membantu memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional dasar
sehingga perangkat daerah dapat fokus pada tugas pokok. Tujuan tersedianya jasa penunjang adalah untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi, mendukung kelancaran tugas perangkat daerah, serta memenuhi kebutuhan operasional kantor seperti komunikasi, listrik, dan
peralatan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja pegawai dan tercapainya sasaran program pemerintah daerah. Dasar hukum
ketersediaan jasa penunjang untuk perangkat daerah diatur dalam beberapa peraturan, yang utamanya adalah UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP _No.

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah agar

berjalan lancar melalui dukungan sarana dan prasarana penunjang, yang salah satunya adalah jasa penunjang seperti jasa surat menyurat,
jasa komunikasi dan peralatan dan jasa pelayanan umum. Jika tersedia jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi perangkat daerah, maka akan terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja “Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :


https://www.google.com/search?q=PP+No.+18+Tahun+2016+tentang+Perangkat+Daerah&oq=dasar+hukum+Tersedianya+jasa+penunjang+yang+mendukung+kelancaran+pelaksanaan+tugas+dan+fungsi+perangkat+daerah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUyOTlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBmx3h4QELCuAiaI27hLUNsS8uGm6f9yn_fuwfOm7Es71wyvoByuQ4nirsucMKSRxbosBH7hj4Yu-55B7HiV5zt2M5ryydwsKLTf_BNlNrcpkku9ZSyIzl26y1q2PTXG50&csui=3&ved=2ahUKEwjR6Ij8qsaQAxWxzDgGHVKtJ4cQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=PP+No.+41&oq=dasar+hukum+Tersedianya+jasa+penunjang+yang+mendukung+kelancaran+pelaksanaan+tugas+dan+fungsi+perangkat+daerah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUyOTlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBmx3h4QELCuAiaI27hLUNsS8uGm6f9yn_fuwfOm7Es71wyvoByuQ4nirsucMKSRxbosBH7hj4Yu-55B7HiV5zt2M5ryydwsKLTf_BNlNrcpkku9ZSyIzl26y1q2PTXG50&csui=3&ved=2ahUKEwjR6Ij8qsaQAxWxzDgGHVKtJ4cQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=PP+No.+41&oq=dasar+hukum+Tersedianya+jasa+penunjang+yang+mendukung+kelancaran+pelaksanaan+tugas+dan+fungsi+perangkat+daerah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUyOTlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBmx3h4QELCuAiaI27hLUNsS8uGm6f9yn_fuwfOm7Es71wyvoByuQ4nirsucMKSRxbosBH7hj4Yu-55B7HiV5zt2M5ryydwsKLTf_BNlNrcpkku9ZSyIzl26y1q2PTXG50&csui=3&ved=2ahUKEwjR6Ij8qsaQAxWxzDgGHVKtJ4cQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=+Tahun+2007+tentang+Organisasi+Perangkat+Daerah&oq=dasar+hukum+Tersedianya+jasa+penunjang+yang+mendukung+kelancaran+pelaksanaan+tugas+dan+fungsi+perangkat+daerah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDUyOTlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBmx3h4QELCuAiaI27hLUNsS8uGm6f9yn_fuwfOm7Es71wyvoByuQ4nirsucMKSRxbosBH7hj4Yu-55B7HiV5zt2M5ryydwsKLTf_BNlNrcpkku9ZSyIzl26y1q2PTXG50&csui=3&ved=2ahUKEwjR6Ij8qsaQAxWxzDgGHVKtJ4cQgK4QegQIARAE

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Penyediaan jasa penunjang urusan
pemerintahan  daerah  sesuai
kebutuhan adalah pengadaan
layanan pendukung seperti jasa
surat-menyurat, komunikasi, air,
listrik, dan pelayanan umum kantor
untuk mendukung kelancaran tugas
dan fungsi pemerintahan daerah.

Penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan
(sebab) akan menghasilkan jasa penunjang yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi (akibat).
Dimana Ketersediaan yang sesuai kebutuhan
adalah prasyarat mutlak agar jasa penunjang
dapat bekerja secara optimal dalam membantu
perangkat daerah menjalankan tugas-tugasnya.
Jasa penunjang yang disediakan berdasarkan
kebutuhan akan mempermudah dan
memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah. anpa adanya
penyediaan yang terencana dan sesuai
kebutuhan, jasa penunjang akan tidak memadai
dan tidak dapat mendukung tugas dan fungsi
perangkat daerah secara efektif.

Jumlah jasa sesuai
kebut_uhan

X 100
Jumlah jasa disediakan

Sub Bagian
Umum &
Kepegawaian

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Persentase penvediaan iasa Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
peny J 100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan

sesuai kebutuhan

dalam dokumen renstra.




Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik

Yang dimaksud “Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara dan kondisi baik” adalah hasil dari siklus pengelolaan yang
meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Tujuannya adalah
untuk mewujudkan tertib administrasi dan fisik, serta memastikan aset daerah dapat memberikan nilai tambah dan menghindari kerugian
negara. Hal ini mencakup inventarisasi untuk mengetahui data dan kondisi BMD yang sebenarnya. Dasar hukum tersedianya Barang Milik
Daerah (BMD) yang dipelihara dan dalam kondisi baik berakar pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (sebagaimana diubah
oleh PP Nomor 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (yang diubah

dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mewajibkan pengguna dan
pengelola barang untuk mengelola BMD secara optimal dan memastikan kondisinya baik melalui perencanaan, pemeliharaan, dan
pelaporan. Dengan tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan dalam kondisi baik, maka dapat memfasilitasi pelayanan
publik, mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, dan memastikan akuntabilitas serta
pengelolaan yang efektif.

Indikator Kinerja “Persentase barang dipelihara secara berkala”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus SIUIEES
Perbandingan data
. Persentase pemeliharaan yang tinggi akan secara
Pemeliharaan barang berkala P : yang .gg
. langsung meningkatkan kemungkinan BMD berada
adalah serangkaian tugas dalam kondisi baik dan siap digunakan. Persentase
pemeliharaan rutin yang dilakukan . P dig . Jumlah barang Laporan
ecara teriadwal untuk meniada pemeliharaan yang rendah dapat mengakibatkan dipelihara 100 Aset
J ) nag penurunan kualitas dan ketersediaan BMD, sementara Jumlah barang (Pengelola
peralatan, mesin, atau sistem . . keseluruhan
- . pemeliharaan yang konsisten dapat mempertahankan BMD)
tetap dalam kondisi kerja yang | . . .
. nilai aset dan fungsi BMD untuk penyelenggaraan tugas
optimal. .
pemerintah daerah.



https://www.google.com/search?q=Permendagri+Nomor+19+Tahun+2016&oq=dasar+hukum+Tersedianya+BMD+yang+dipelihara+dan+dalam+kondisi+baik&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDQxMTJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDt5BQBjyjHWy9YfzbiAMos_op1LHDQpFFICo6BdjAH-ZOAohUh4t6zraNMVPRpMfCw8URNB0H5otppdN_eWeSbN7YDy3TGJr6BSuY7cv7G1r-EufdaMmrLGaW-LiFZnZ4&csui=3&ved=2ahUKEwjAmb6Dr8aQAxX_3jgGHY1dJmoQgK4QegQIARAB

e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebesar
100% 100% sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam dokumen renstra

Persentase barang dipelihara
secara berkala




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama . CHALIJAH, STP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . NASIR, SP.,Msi

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

£

ANDRIE FIRDAUS, S. Sos CHALIJAHN, STP



LAMPIRAN |

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian
Tahun Anggaran

Perencanaan
2026

NO. SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET
1) (2 3 4)
1. Tersedianya dgkumen perencanaan perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dokumen
daerah yang disusun tepat waktu
2 Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi 2 Dokumen
" | tepat waktu penyusunan dokumen RKA-SKPD
Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi
3. 2 Dokumen
tepat waktu penyusunan dokumen DPA-SKPD
4. T.e rsedianya laporan kinerja perangkat daerah yang Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 10 Laporan
disusun tepat waktu
Sub Kegiatan Angaran Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 32.370.400,- APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 3.945.600,- APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 4.329.000,- APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 69.143.100,- APBD

SEKRETARIS,

(ANDRIE FIRDAUS, S. Sos)

Rp 109.788.100,-

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

( CHALIJAH, STP)




LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Yang dimaksud dengan sasaran “ tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah” yaitu bahwa setiap perangkat daerah telah
menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang diperlukan sesuai dengan tahapan,prosedur,dan jadwal yang ditetapkan. Setiap perangkat
daerah wajib menyusun dokumen perencanaan baik dokumen 1 tahunan (Renja) maupun 5 tahunan (Renstra) dan harus disusun sesuai
siklus perencanaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap
Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan

Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan
kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

e Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan
diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Indikator ini mengukur total jumlah
dokumen perencanaan yang
disusun, dihasilkan, atau
disampaikan oleh perangkat daerah
dalam satu periode perencanaan.
Dokumen  perencanaan  yang
dimaksud meliputi berbagai
dokumen strategis dan tahunan
seperti Renstra Perangkat Daerah,
Renja Perangkat Daerah, RKA,
dokumen pendukung RKPD, serta

dokumen teknis lainnya yang
diwajibkan oleh ketentuan
perencanaan pembangunan
daerah. Nilai indikator ini

memberikan gambaran mengenai
tingkat kelengkapan, kepatuhan,
dan kesiapan perangkat daerah

dalam menjalankan siklus
perencanaan. Semakin  tinggi
jumlah dokumen yang tersusun,
semakin  menunjukkan  bahwa

perangkat daerah telah memenuhi
kewajiban formal dalam proses
perencanaan serta mendukung
keterpaduan antara perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan
pembangunan daerah .

Dokumen perencanaan harus disusun tepat waktu
karena Dberkaitan erat dengan penganggaran.
Perencanaan dan penganggaran menjadi suatu
yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dan merupakan rangkaian
kegiatan dalam satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Dan secara teknis penyelarasan antar
proses perencanaan memerlukan tingkat kedetailan
yang tinggi salah satunya yaitu dari waktu, untuk
menghasilkan  dokumen  perencanaan yang
terintegrasi. Penyusunan dokumen perencanaan
yang tidak tepat akan menghambat pemberian
pelayanan kepada Masyarakat penyelenggaraan
pemerintahan, dan pembangunan daerah yang pada
akhirnya akan  menyengsarakan  kehidupan
masyarakat.

Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang disusun

Sub Bagian
Perencanaan




Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu
Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen Dokumen Renja Pokok 2027 dan Dokumen Renja Perubahan
perangkat daerah 2026. Penetapan target tahun ini sesuai dengan target dalam
dokumen Renstra yaitu sebanyak 2 dokumen.

2. Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Yang dimaksud dengan sasaran “ Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD” yaitu
bahwa proses perencanaan dan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah selesai, ditandai dengan tersedianya
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang final, dan telah dilakukan koordinasi antar pihak terkait dalam penyusunan RKA
tersebut . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Mengacu pada
Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD diantaranya yaitu RKA-
SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Oleh karena itu, tersedianya dokumen RKA diharapkan SKPD mampu menyelaraskan dan menyempurnakan rencana kerja dan anggaran di
setiap SKPD agar sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan daerah, serta menjadi dasar yang lebih kuat untuk penyusunan APBD.

Indikator Kinerja “Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan
diwujudkan yaitu :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD menggambarkan jumlah
dokumen perencanaan anggaran perangkat
daerah yang berhasil disusun serta jumlah
laporan koordinasi yang dihasilkan selama
proses penyusunan RKA-SKPD pada periode
tertentu. Indikator ini mengukur tingkat
kelengkapan output perencanaan anggaran,
baik berupa dokumen RKA-SKPD yang
disiapkan oleh perangkat daerah maupun
laporan koordinasi yang menunjukkan adanya
proses pembinaan, asistensi, dan sinkronisasi
kebijakan anggaran. Semakin tinggi jumlah
dokumen dan laporan yang dihasilkan,
semakin menunjukkan kesiapan, kepatuhan,
dan efektivitas proses penyusunan anggaran
oleh perangkat daerah sesuai siklus
perencanaan dan penganggaran daerah .

Proses penyusunan dokumen RKA-
harus tepat waktu. Dimana jumlah
dokumen RKA-SKPD yang disusun

Jumlah total dokumen

RKA-SKPD dan Laporan Sub Bagian
akan menggambarkan keselarasan L
koordinasi penyusunan Perencanaan
antara perencanaan dan
RKA-SKPD
penganggaran berpengaruh

dalam penetapan APBD.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :
Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu
laporan hasil koordinasi RKA-SKPD Tahun 2027 dan RKAP-SKPD 2026 sesuai dengan
2 Dokumen ; :
penyusunan dokumen RKA- target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2
SKPD dokumen.




Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Yang dimaksud dengan sasaran “ Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD” yaitu
bahwa dokumen DPA-SKPD telah lengkap dan siap digunakan setelah proses penyusunannya dikoordinasikan dengan baik. Pada dasarnya
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat oleh masing-masing SKPD yang merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No.15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dengan
tersedianya dokumen DPA-SKPD ini, diharapkan SKPD mampu memastikan setiap anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabel setiap merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD

Indikator Kinerja “ Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan
diwujudkan yaitu :

Formula/Rumus

URAIAN Relevansi Menggambarkan Kondisi Perbandingan

Sumber data

Indikator ini digunakan untuk menghitung
jumlah dokumen DPA-SKPD yang telah
disusun dan ditetapkan, serta jumlah laporan

hasil koordinasi yang dihasilkan dalam proses | Penyusunan DPA-SKPD harus

penyusunan DPA-SKPD pada tahun anggaran | dilaksanakan tepat waktu, jika tidak maka

berjalan. Nilai yang dihasilkan mencerminkan | pelaksanaan program Jumlah total dokumen

tingkat kelengkapan output penganggaran | dan kegiatan Perangkat Daerah akan DPA-SKPD & Laporan Sub Bagian
perangkat daerah serta  menunjukkan | terhambat. Dimana jumlah dokumen DPA- | Koordinasi penyusunan Perencanaan
efektivitas proses asistensi, sinkronisasi, dan | SKPD yang disusun akan mencerminkan DPA-SKPD

pembahasan anggaran. Semakin banyak | semua program dan kegiatan yang telah
dokumen dan laporan yang tersusun, semakin | dikoordinasikan dan disepakati.

menggambarkan kepatuhan perangkat daerah
terhadap tahapan penyusunan DPA-SKPD
dan kesiapan pelaksanaan anggaran daerah .




e Target Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen DPA-SKPD Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 2
dan laporan hasil koordinasi 2 Dokumen dokumen yaitu DPA-SKPD TA. 2026 dan DPPA-SKPD
penyusunan dokumen DPA- TA. 2026 sesuai dengan target renstra. Penetapan target
SKPD setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen .

4. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

e Yang dimaksud sasaran “Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah” yaitu proses penilaian terhadap pencapaian sasaran dan
program kerja perangkat daerah yang dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas suatu instansi. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah
Daerah berkewajiban menyusun salah satunya yaitu Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun merupakan
hasil evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara
berkala oleh pihak tertentu. Penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala. Evaluasi kinerja juga
digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta standar yang telah ditetapkan. Tujuan
evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian

visi-misi. Penilaian ini akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam hal pengambilan keputusan dan pemberian punishment dan reward.



Indikator Kinerja” Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan

diwujudkan yaitu :

Uraian/Defenisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Indikator ini digunakan untuk menghitung total
dokumen evaluasi kinerja yang disusun oleh
perangkat daerah dalam satu periode pelaporan.
Nilainya  mencerminkan tingkat kepatuhan
perangkat daerah terhadap kewajiban monitoring
dan evaluasi kinerja, termasuk penyampaian hasil
analisis pencapaian target serta rekomendasi
perbaikan kinerja. Semakin banyak dokumen
evaluasi yang tersusun, semakin menunjukkan
bahwa proses penilaian kinerja telah dilaksanakan
secara sistematis, terdokumentasi, dan sesuai
ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) .

Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat
daerah dilaksanakan oleh setiap instansi
dalam suatu periode sesuai dengan
ketentuan setiap instansi. Jumlah laporan
evaluasi kinerja yang disusun baik secara
triwulanan maupun tahunan merupakan
laporan pertanggung jawaban sebagai
alat evaluasi untuk perbaikan di masa
mendatang, dan tolak ukur untuk
mengukur keberhasilan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jumlah total laporan
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah

Sub Bagian
Perencanaan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :
Indikator Kinerja Target Definisi/ Penjelasan
Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 10
Jumlah laporan evaluasi kineria laporan yaitu Lapkin, LPPD, LKPJ, SPM, Evaluasi
eran ka{)daerah J 10 Laporan Kinerja Triwulan I, 1l & 1ll, Evaluasi RKPD Triwulan I, Il &
b 9 Il sesuai dengan target Renstra. Penetapan target setiap
tahunnya sama yaitu 10 laporan.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama . MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos
Jabatan :  KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASIR, SP.,Msi

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN

(ANDRIE FIRDAUS, S. Sos) MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran 2026
NO. SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET
(1) ) (3) (4)
Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
1. . 4 Laporan
Daerah yang tersusun dengan baik pada SKPD
5 Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 12 Oran
" | sipil negara Implementasi Peraturan Perundang-Undangan g
3 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3 Paket
" | untuk bangunan kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
T [ han logistik k kel . o
4, ersedianya ba. gn oglstl untuk kefancaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket
pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
5. S 3 Paket
kebutuhan kantor Disediakan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
6. . 60 Dokumen
undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
7. | Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
8. . . 1 Laporan
konsultasi keluar daerah Konsultasi SKPD
T i I k ' — .
9. ersedianya mebel untuk penunjang urusan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 18 Unit
perkantoran




10. Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit
kebutuhan kantor

11 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 3 Unit

" | gedung kantor atau bangunan lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya

12. Teradmm@trasmya surat masuk dan surat keluar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
dengan baik
Terbayarnyg rekening bulanan telepon,.al.r dan.hstnk Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

13. | kantor demi kelancaran pelayanan administrasi . L . 1 Laporan

Daya Air dan Listrik yang Disediakan

perkantoran

14 Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan

" | untuk penunjang urusan perkantoran yang Disediakan P

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang :

15. . . . . .. 14 Unit
lapangan dengan baik Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

16. 'tl)'zirlfehharanya peralatan dan mesin lainnya dengan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang .

17. . . . e 2 Unit
dengan baik Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Kegiatan Angaran Keterangan

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 17.976.300,- APBD

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp 42.981.000,- APBD

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 11.124.000,- APBD

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 26.322.100,- APBD

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 30.140.000,- APBD

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rp 7.440.000,- APBD

7. Fasilitas Kunjungan Tamu Rp 10.700.000,- APBD

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 273.987.000,- APBD

9. Pengadaan Mebel Rp 47.900.000,- APBD




10
11

12.
13.
14.
15.

16.
17.

. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaann Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

SEKRETARIS,

(ANDRIE FIRDAUS, S. Sos)

Rp 84.381.100,-
Rp 23.180.000,-
Rp 2.788.850,-
Rp 78.380.400,-
Rp 25.560.000,-
Rp  124.000.000,-
Rp 28.400.000,-
Rp 32.870.000,-
Rp  868.130.650,-

Malili, 12 Februari 2026

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN,

( MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos)

APBD
APBD

APBD
APBD
APBD
APBD

APBD
APBD



LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2026

1. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Yang di maksud terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD merupakan proses pencatatan, pendataan, dan pelaporan
seluruh aset daerah yang dikuasai oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Mentri Dalam Negeri no. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang
milik daerah serta peraturan Mentri Dalam Negeri nomer 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan barang milik daerah. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah akan mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan

yang efektif,efisien dan akuntabel sehingga suatu instansi pemerintah dapat merencanakan kebutuhan, pengadaan maupun pemeliharaan

asset yang berada pada instansi tersebut.

Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan

diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD adalah banyaknya laporan
resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh
SKPD yang memuat hasil penatausahaan Barang
Milik Daerah (seperti pencatatan, inventarisasi,

mutasi, dan rekapitulasi BMD), yang telah
ditandatangani pejabat berwenang dan
terdokumentasi secara resmi dalam periode

pelaporan

Kegiatan  penatausahaan @ BMD  yang
dilakukan oleh setiap instansi pemerintah
dengan baik dan terstruktur  akan
menghasilkan laporan yang akurat dan
terperinci. Adapun laporan penatausahaan
yang disusun meliputi laporan neraca, laporan
persediaan, laporan asset tetap, laporan
penyusutan laporan kondisi barang dan lain-
lain.

Jumlah laporan
penatausahaan
BMD pada SKPD

Laporan
ASSET dan
Neraca
(Pengelola
BMD)




Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut:

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik 3 Laporan
Daerah pada SKPD

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 3 Laporan
sesuai dengan target dalam dokumen Renstra.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Yang dimaksud terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kinerja bagi tenaga ASN. Pengembangan kompetensi sebagaimana yang diatur dalam pasal
5 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi adalah hak bagi PNS,dengan
demikian pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi tersebut. Pelaksanaan bimbingan
teknis implementrasi peraturan perundang-undangan akan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami, menafsirkan dan
menerapkan peraturan perundang-undangan secara teknis terkait tugas pokok dan fungsinya sehingga akan memastikan

kepatuhan terhadap hukum, meminimalkan risiko pelanggaran hukum, serta membangun budaya taat hukum.

Indikator Kinerja “Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain :



Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan adalah banyaknya
orang (ASN/pegawai/unsur terkait

lainnya) yang tercatat sebagai peserta
dan hadir dalam kegiatan bimbingan
teknis yang membahas
penerapan/implementasi peraturan
perundang-undangan, dibuktikan dengan
daftar hadir, surat tugas, dan/atau
dokumentasi resmi lainnya, serta telah
tercatat/terdokumentasi secara resmi
dalam periode pelaporan.

Meningkatkan kapasitas bagi aparatur sipil Negara
dapat dicapai dengan adanya pendidikan dan
pelatihan,seminar,kursus dan penataran selain dengan
pendidikan formal melalui tugas belanjar dan ijin belajar.
Setiap ASN yang mengikuti bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan akan
meningkatkan kapasitas kinerja aparatur pemerintah
dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif
dan efisien. Oleh karena itu ASN mampu menganalisis
kebijakan, merencanakan program dan kegiatan, serta
mengevaluasi hasil implementasi kebijakan dalam
mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Jumlah orang
yang mengikuti
bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan

Sub Bagian
Umum &
Kepegwaian

e Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Orang yang Mengikuti Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 12
Bimbingan Teknis Implementasi 12 orang orang, sesuai dengan target yang tertuang dalam
Peraturan Perundang-Undangan dokumen renstra




Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor

Yang dimaksud Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan tersedianya setiap komponen-komponen
listrik/penerangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum kantor. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik serta UU No0.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan adanya komponen instalasi listrik/ penerangan akan mempermuda
dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi dalam pelayanan kegiatan umum kantor.

Indikator Kinerja “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan, antara lain :

Formula/Rumus

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi .
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Kompenen instalasi listrik/penerangan
Bangunan Kantor yang Disediakan adalah banyaknya | merupakan pendukung penerangan

paket komponen instalasi listrik dan/atau penerangan | bangunan kantor, sehingga dengan Jumlah paket

(misalnya kabel, panel, sakelar, stop kontak, lampu, | tersedinya alat-alat listrik  yang komponen Sub Bagi
armatur, dan perlengkapan pendukung lain) yang | memadai dengan jumlah komonen instalasi B aglga:n
disediakan untuk bangunan kantor dalam rangka | berdasarkan kebutuhan akan | listrik/penerangan Kep;nguar\r/]vaian
pembangunan, perbaikan, atau peningkatan sarana [ mengoptimalkan penggunaan | bangunan kantor

penerangan, yang tercatat dalam dokumen | penerangan lampu yang dapat | Yang disediakan
pengadaan/penyediaan dan terdokumentasi secara | menunjang palayanan yang efektif dan
resmi dalam periode pelaporan. efisien.




Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 8 Paket
Kantor yang Disediakan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 8 Paket
sesuai dengan target Renstra

Tersedianya bahan logistik Kantor

Yang di maksud bahan logistik kantor merupakan tersedinya bahan-bahan berupa logistik yang penunjang penyelenggaraan administrasi
pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden
nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Dengan tersediannya bahan logistik maka penyelenggaraan pelayanan

baik dari segi administrasi perkantoran maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik .

Indikator Kinerja “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan, antara lain:

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Bahan logistik merupakan salah satu
adalah banyaknya paket bahan logistik kantor | komponen penting telaksananya
(misalnya ATK, bahan kebersihan, bahan konsumsi | kebutuhan administrasi perkantoran.
rapat, dan kebutuhan logistik pendukung operasional | Tersedianya bahan logistik dengan
lainnya) yang disediakan melalui proses | jumlah dan kualitas yang baik dan tepat
pengadaan/penyediaan  resmi, tercatat dalam | serta digunakan secara efisien akan
dokumen administrasi, dan terdokumentasi secara sah | mendukung efektifitas berdasarkan
dalam periode pelaporan. capaian yang dituju.

Jumlah paket Sub Bagian
logistik kantor Umum &

yang disediakan | Kepegawaian




Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Paket Bahan Logistik 20 paket Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 20 Paket
Kantor yang Disediakan sesuai dengan target Renstra

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Yang di maksud tersedianya barang cetakan dan penggandaan merupakan tersedianya barang cetak dan penggandaan yang di adakan
sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran,hal ini berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Republik
Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah. Dimana dengan tersedianya barang cetak dan penggandaan dapat mendukung kelancaran tugas administrasi perkantoran,

memastikan kebutuhan operasional terpenuhi secara efisien, serta meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Indikator Kinerja “Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan, antara lain:



Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus Sumber data
Perbandingan

Penyediaan barang cetakan dan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang pengoandaan yang  dibutuhkan

Disediakan adalah banyaknya paket barang cetakan dan

. _ untuk mewujudkan Jumlah paket
penggandaan (misalnya buku, brosur, formulir, blanko, . Sub Bagian
. | penyelenggaraan tugas dan fungsi cetak dan
spanduk, laporan tercetak, serta hasil . . . Umum &
totokopi/penagandaan  dokumen  kedinasan 0 yang optimal, di sesuaikan dengan penggandaan Kepegawaian
otoxoplipenggandaa oxume edinasan)  yang jumlah yang dibutuhkan | yang disediakan

disediakan melalui proses pengadaan/penyediaan
resmi, tercatat dalam dokumen administrasi, dan
terdokumentasi secara sah dalam periode pelaporan.

berdasarkan tingkat penggunaan
yang efisien,efektif dan tepat tujuan.

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang 3 Paket
Disediakan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 3 Paket
sesuai dengan target Renstra

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Yang dimaksud tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dalam memenuhi
wawasan dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan efisensi dan efektifitas tugas-tugas pokok. Hal ini
berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden
nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Dengan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

diharapkan akan menambah wawasan, pengetahuan, informasi dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.



Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan, antara lain:

Relevansi Menggambarkan Formula/Rumus

Uraian/Definisi Kondisi Perbandingan

Sumber data

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan adalah banyaknya dokumen
bahan bacaan (misalnya buku, modul, leaflet, panduan) dan
dokumen peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perda,

Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen
akan meningkatkan baik berupa bahan bacaan

: : Sub Bagian
Perkada, dan regulasi terkait lainnya) yang disediakan untuk informasi, wawasan dan dan peraturan Umum &
. pengetahuan yang terupdate perundang- )
mendukung  pelaksanaan tugas dan  peningkatan . Kepegawaian
. . . . berdasarkan kebutuhan sehingga | undangan yang
pengetahuan pegawai/pihak terkait, melalui mekanisme o
mempermuda dalam pelaksanaan disediakan

penyediaan/pengadaan resmi, tercatat dalam administrasi,

. . setiap tugas dan fungsinya.
dan terdokumentasi secara sah dalam periode pelaporan. P g gsiny

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 60 Dokumen
dan Peraturan Perundang- 60 Dokumen sesuai dengan target Renstra terdiri dari Koran Nasional,
Undangan yang Disediakan Regional dan Lokal.




Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu

Yang dimaksud terlaksananya fasilitas kunjungan tamu merupakan pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tamu yang
datang ke suatu instansi/organisasi.Hal ini berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan memberikan
pelayanan yang baik dan efektif sesuai dengan ketentuan kepada tamu dengan pemenuhan kebutuhan sarana kantor yang meliputi

penyediaan bahan makanan,minuman dan snack di harapkan dapat mendukung kelancaran tugas pemerintah maupun dinas

Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan, antara lain:

Formula/Rumus

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Perbandingan

Sumber data

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah
banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau
disampaikan oleh unit terkait yang memuat
pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu (misalnya
tamu resmi pemerintah, lembaga lain, organisasi,
maupun masyarakat), termasuk data tamu, tujuan
kedatangan, rangkaian kegiatan, dan hasil
kunjungan, yang telah ditandatangani pejabat
berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam
periode pelaporan.

Kegiatan pelayanan kunjungan  tamu
membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang
prima dan memadai dengan kualitas dan
kuantitas yang telah ditetapkan di sesuaikan
dengan satu tahun anggaran. Oleh Karena itu
penyusunan laporan fasilitas kunjungan tamu
digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
anggaran serta kegiatan yang telah dilakukan
oleh suatu instansi.

Jumlah laporan
fasilitasi
kunjungan tamu

Sub Bagian
Umum &
Kepegawaian




Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Laporan Fasilitasi Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1 Laporan
. 1 Laporan X
Kunjungan Tamu sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen renstra

Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Yang dimaksud terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

menigkatkan kinerja dan produktifitas dengan terlaksananya pelayanan yang baik, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah

Nol2 tahun 2022 tetang forum koordinasi pimpinan daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta

komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan untuk menyelaraskan program, meningkatkan kinerja, memfasilitasi

tugas-tugas, dan mencapai tujuan bersama.

Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:

pelaporan.

pembangunan daerah secara keseluruhan.

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus S22y
Perbandingan data
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
dan Konsultasi SKPD adalah banyaknya laporan | Konsultasi (Rakor) SKPD menggambarkan
resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh | kondisi sinkronisasi, efektivitas, efisiensi,
SKPD yang memuat pelaksanaan rapat koordinasi | dan  akuntabilitas  kinerja pemerintah | Jumlah laporan Sub Bagian
dan konsultasi (baik internal maupun dengan pihak | d@érah, ~~ mencerminkan ~ ~ sejauh | penyelenggaraan | = o
. . : ) mana koordinasi antar-SKPD berjalan baik, | rapat koordinasi .
lain), termasuk uraian kegiatan, peserta, materi, dan | . . . e ) Kepegawai
4 isu strategis teridentifikasi, program dan konsultasi
hasil/rumusan kesepakatan, yang telah terintegrasi dan kualitas SKPD an
ditandatangani pejabat berwenang dan | perencanaan/pelaksanaan anggaran
terdokumentasi secara resmi dalam periode | meningkat menuju pencapaian tujuan




Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan L .
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan Targe; kinerja tahun 20|26 di tﬁtapkan sebanyak 1 Laporan
SKPD sesuai dengan target dalam dokumen Renstra.

Tersedianya mebel

Yang dimaksud tersedianya mebel merupakan pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan dalam mendukung kinerja,

berdasarkan Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah No.11 tahun 2013 tentang penyusunan rencana

kerja dan anggaran lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomr

46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Di

mana dengan tersedianya mebel akan penunjang urusan perkantoran dan mempermuda dalam pelaksanaan aktivitas perkantoran dengan

suasana yang lebih kondusif.

Indikator Kinerja “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi

Formula/Rumus

Perbandingan ST G

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan adalah
banyaknya paket mebel (misalnya meja, kursi,
lemari, rak, dan perabot kantor/ruang kerja
lainnya) yang disediakan/diperoleh melalui
proses pengadaan/penyediaan resmi untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
perkantoran, serta tercatat dan terdokumentasi
secara sah dalam periode pelaporan.

Tersedianya mebel akan menunjang
aktivitas perkantoran berupa kebutuhan

interior dan perlengkapan pendukung serta Jumlah paket Sub Bagian
fasilitas kerja instansi. Pengadaan mebel mebel yang Umum &
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kantor diadakan Kepegawaian

dengan jumlah dan sfesipikasi serta
besarnya anggaran yang telah ditentukan.




10.

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Paket Mebel yang 18 unit Target kinerja setelah perubahan tahun 2026 di tetapkan
Disediakan sebanyak 18 unit disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

Tersedianya peralatan/mesin lainnya

Yang dimaksud tersedianya peralatan/mesin lainnya merupakan pengadaan sarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi
perkantoran, berdasarkan peraturan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomr 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.Tersedianya peralatan/mesin akan meningkatkan
sarana penunjang pelaksanaan kegiatan serta tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya.

Indikator Kinerja “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan “
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang
akan diwujudkan, antara lain :

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan adalah banyaknya unit peralatan dan
mesin lainnya (misalnya perangkat kerja, mesin

Tersedianya dan terpenuhinya
peralatan dan mesin sesuai dengan

: : o . | standar yang telah di tetapkan Jumlah unit
operasional, alat teknis, dan sejenisnya sesuai . . . .
. - . dengan jumlah/unit yang di peralatan dan Sub Bagian Umum
klasifikasi aset) yang disediakan/diperoleh oleh . . .
. . . butuhkan akan menunjang mesin yang & Kepegawaian
pemerintah daerah melalui pengadaan, hibah, atau . .
. pelaksaan fungsi dan tugas yang diadakan
perolehan sah lainnya, dan telah tercatat serta . . . .
. . . lebih  efektif dalam instansi
terdokumentasi secara resmi dalam periode .
pemerintah.

pelaporan.
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Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan
sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 7 unit Target kinerja setelah perubahan tahun 2026 di tetapkan
Lainnya yang Disediakan sebanyak 7 unit, sesuai dengan target Renstra.

Tesedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Yang dimaksud tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bagunan lainnya yaitu tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai untuk menunjang fungsi, kenyamanan, keamanan dan kelancaran aktivitas operasional perkantoran.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres tersebut belanja barang dan jasa memprioritaskan produk dalam negeri (PDN/TKDN),
wajib e-purchasing melalui e-katalog, penyederhanaan kontrak, penguatan kompetensi pengadaan serta akuntabitias dan digitalisasi.
Dengan proses penyediaan yang cepat, akuntabel dan berbasis data, diharapkan sarana dan prasarana yang tersedia dapat memadai,
aman dan layak guna serta berkualitas untuk menunjang kegiatan oprasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal
Indikator Kinerja “Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:



Formula/Rumus

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi .
Perbandingan

Sumber data

Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

. e Tersedianya sarana dan prasarana | Jumlah unit sarana
atau Bangunan Lainnya adalah seluruh fasilitas dan

infrastruktur yang disediakan untuk menunjang fungsi, pendukung ~ gedung . kantor secara dan prasaran Sub Bagian

operasional keselamatan serta  kenyamanan langsung dapat meningkatkan kualitas | pendukung gedung Umum &
en unaar'1 eduna atau ’ban unan tersebut agar pelayanan perkantoran, menunjang kantor dan Kepegawaia

P gg . g g .g . g kinerja, dan mempercepat pencapaian | bangunan lainnya n

kegiatan di dalamnya dapat berjalan secara efektif dan L . .

ofisien target kinerja organisasi. yang diadakan

e Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut:

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 3 unit, tidak sesuai
3 Unit dengan target renstra. hal ini disesuaikan dengan kebutuhan kantor
dan ketersediaan anggaran .

12. Terlaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

e Yang dimaksud terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat merupakan suatu kegiatan administrasi surat menyurat yang berjalan
secara efekti dan efisien. Kegiatan tersebut meliputi proses pembuatan, pengiriman, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, hingga
penyelesaian surat suatu instansi. Hal ini telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2023 tentang naska dinas di
lingkungan pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam pembuatan/penyusunan surat menyurat. Pengelolaan surat menyurat dengan
baik akan menunjang kegiatan atau aktivitas yang berlangsung secara optimal dengan sistem komunikasi yang telah ditetapkan, sehingga
penyebaran surat yang lebih cepat dan tepat ini akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi Formula/Rumus Sumber data
Perbandingan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
adalah banyaknya laporan resmi yang disusun
dan/atau disampaikan oleh unit kerja terkait yang
memuat pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat
(penerimaan, pencatatan, pengelolaan, pengiriman,
dan distribusi surat/dokumen kedinasan, baik fisik
maupun elektronik), yang telah ditandatangani pejabat
berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam
periode pelaporan.

Kegiatan surat menyurat dalam suatu
instansi  harus  diadministrasikan
secara teratur dan terorganisir
dengan baik, sehingga akan
menyediakan laporan yang
sistematis dan terperinci mengenai
pengelolaan surat menyurat suatu
instansi .

Jumlah Laporan Sub Bagian
Penyediaan Jasa Umum &
Surat Menyurat Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target

Penjelasan

Jumlah Laporan Penyediaan

1 Laporan
Jasa Surat Menyurat P

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1 Laporan sesuai
dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra.
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Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Yang dimaksud tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan operasional atau jasa penunjang yang
diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional dan administrasi, khususnya dalam konteks pemerintahan
dan pelayanan publik. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomr 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik akan memenuhi kebutuhan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran, pelayanan kepada masyarakat maupun koordinasi

kepada pihak yang terkait sehingga menunjang kelancaran kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.

Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
adalah banyaknya laporan resmi yang disusun
dan/atau disampaikan oleh unit kerja terkait yang
memuat penyediaan jasa komunikasi (misalnya
telepon, internet), jasa sumber daya air (air
bersih/PDAM), dan jasa listrik (PLN atau sumber
listrik lain) untuk mendukung operasional
perkantoran/pemerintahan, yang telah
ditandatangani pejabat berwenang dan
terdokumentasi secara resmi dalam periode
pelaporan

Penyediaan laporan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik disusun secara sistematis
dan terinci mengenai alokasi anggaran untuk
memastikan ketersediaan layanan penting
seperti telepon, internet, air, dan listrik bagi
instansi pemerintah atau organisasi
terkait. Oleh karena itu penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya
berdasarkan kebutuhan dan instansi harus
memaksimalkan penggunaan yang lebih efektif
untuk menunjang administrasi perkantoran.

Jumlah Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang Disediakan

Sub Bagian
Umum &
Kepegawaian
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Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 Laporan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan sesuai dengan target Renstra.

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Yang dimaksud tersedianya jasa pelayanan umum kantor merupakan penyediaan kebutuhan dan fasilitas perkantoran dengan baik guna
mendukung kelancaran tugas-tugas suatu intansi pemerintah. Hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik. Dengan tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor akan menunjang kegiatan yang lebih optimal dan maksimal

sehingga akan meningkatkan produktifitas pegawai di instansi pemerintah sesuaikan dengan kebutuhan,tugas dan fungsinya masing-

masing.

Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan adalah
banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau
disampaikan oleh unit kerja terkait yang memuat
penyediaan jasa pelayanan umum kantor
(misalnya kebersihan, keamanan, konsumsi,
resepsionis, persuratan, dan layanan penunjang
operasional lainnya), yang telah ditandatangani
pejabat berwenang dan terdokumentasi secara
resmi dalam periode pelaporan.

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
merupakan sarana penunjang aparatur
dan membantu operasional untuk
memaksimalkan target kinerja yang sudah
di tetapkan. Oleh karena itu setiap intansi
pemerintah menyusun laporan jasa
pelayanan umum kantor untuk mengukur

kinerja, memantau operasional, dan
mengevaluasi efektivitas layanan
tersebut.

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

Sub Bagian
Umum &
Kepegawaian
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Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan o .
Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 1 Laporan

yang Disediakan

sesuai dengan target dokumen Renstra.

Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Yang dimaksud tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang rutin dilaksanakan termasuk biaya operasional, perpanjangan pajak dan
pengurusan perizinan lainnya untuk menunjang kebutuhan transportasi dinas sehari-hari. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan terpeliharanya
kendaraan dinas opersional atau lapangan maka akan menjaga kendaraan tetap dalam kondisi prima dan siap pakai, sehingga
meminimalkan risiko kerusakan mendadak, memperpanjang umur pakai kendaraan dan menghindari biaya perbaikan yang lebih besar di
masa mendatang dalam memenuhi kegiatan opersional perkantoran, meningkatkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat dan

untuk koordinasi dengan instansi terkait

Indikator Kinerja “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:




Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya adalah banyaknya unit
kendaraan dinas operasional atau kendaraan
lapangan milik/pengelolaan pemerintah daerah
yang dalam periode pelaporan dilakukan kegiatan
pemeliharaan (servis, perbaikan, perawatan rutin,
dan sejenisnya) serta telah dibayarkan pajak dan
perizinannya (misalnya pajak kendaraan bermotor,
STNK, uji KIR/izin laik jalan, dan kewajiban
perizinan lain sesuai ketentuan), yang dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan pemeliharaan dan
bukti pembayaran pajak/perizinan serta tercatat
secara resmi.

Terpeliharanya kendaraan dinas
opersional akan menunjang kualitas dan
menunjang masa penggunaan dari
kendaraan dinas tersebut. Jumlah/Unit
yang akan di pelihara di kelompokkan
berdasarkan tingkat kerusakannya dan
kegunaan dari kendaraan dinas
tersebut. Selain itu setiap jumlah/unit
kendaraan dinas harus diurus pajak dan

perizinannya untuk legalitas
penggunaan kendaraan dinas dan
lapangan.

Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan yang
Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Sub Bagian
Umum &
Kepegawaian

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 14 unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan

Pajak dan Perizinannya

Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 14 unit
disesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang ada di
OPD.
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Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Yang dimaksud terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan pemeliharaan yang rutin dilaksanakan
untuk memastikan seluruh aset, mesin, dan perlengkapan lainnya berada dalam kondisi optimal, siap pakai, efisien dan aman. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
nomr 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Daerah/Negara.Terpeliharanya peralatan dan mesin

lainnya dengan baik maka akan memastikan operasional berjalan lancar, menjaga kinerja optimal, memperpanjang usia pakai aset, serta

meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja.

Indikator Kinerja “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Formula/Rumus
Perbandingan

Sumber data

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara adalah banyaknya unit peralatan dan
mesin lainnya milik/pengelolaan pemerintah
daerah (misalnya perangkat kerja, mesin
operasional, alat teknis, dan sejenisnya) yang
dalam periode pelaporan dilakukan kegiatan
pemeliharaan (servis, perbaikan, perawatan
rutin, kalibrasi, dan sejenisnya), yang dibuktikan
dengan dokumen perencanaan/pelaksanaan

dan tercatat secara resmi.

Terpeliharanya peralatan dan mesin
akan disesuaikan dengan fungsi,
tingkat kerusakan serta kelayakan
penggunaan barang itu sendiri. Di
mana jumlah/ unit yang akan di
pelihara akan di golongkan
berdasarkan tingkatannya yaitu dalam
kondisi baik, rusak ringan maupun
rusak berat.

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Sub Bagian
Umum &
Kepegawaian
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Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut:

Lainnya yang Dipelihara

Indikator Kinerja Target Penjelasan
Jumlah Peralatan dan Mesin . Tgrget !(lnerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 34 unit
34 unit disesuaikan dengan peralatan yang memerlukan

pemeliharaan dan perbaikan.

Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Yang dimaksud terlaksananya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan kegiatan pemeliharaan yang
rutin dilaksanakan secara berkala, sebagaimana di jelaskan dalam permen PUPR No0.24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan
perawatan bangunan gedung. Pemeliharaan gedung kantor mencakup perbaikan, pembersihan, pemeriksaan berkala maupun rehabilitasi
gedung berdasarkan kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya. Dengan terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan
baik dan optimal maka akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintah dalam
memenuhi tugas-tugasnya dengan kondisi bangunan dalam keadaan aman,kondusif serta layak fungsi maupun layak pakai. Pemeliharaan

gedung kantor dan bangunan lainnya juga akan mengurangi risiko kerusakan gedung yang lebih parah dan memperpanjang masa pakai

asset gedung.

Indikator Kinerja “Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang

akan diwujudkan, antara lain:




Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan
Kondisi

Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi adalah banyaknya unit gedung
kantor dan bangunan lainnya milik/pengelolaan
pemerintah daerah yang dalam periode pelaporan
dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi (seperti
perbaikan, renovasi, peningkatan kualitas fisik), yang
dibuktikan dengan dokumen perencanaan/pelaksanaan
dan tercatat secara resmi.

Jumlah gedung kantor yang
tepelihara dilaksanakan secara
berkala sesuai dengan jenis
kerusakan yang terjadi serta
kelayakan gedung tersebut
sesuai dengan standart
pemeliharaan yang diperlukan

Jumlah Gedung Kantor

Dipelihara/Direhabilitasi

) Sub Bagian
dan Bangu;nan Lainnya Umum &
yang Kepegawaian

e Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan

sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan
lah Kant o :
Jumla Gedung. antor  dan . Target kinerja tahun 2026 di tetapkan sebanyak 2
Bangunan Lainnya yang 2 unit unit sesuai dengan target Renstra
Dipelihara/Direhabilitasi gan targ '




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :  SAENAL ABIDIN, SE
Jabatan :  KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . NASIR, SP.,M.Si

Jabatan . SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 12 Februari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

ANDRIE FiRDAUS, S. Sos SAENAL ABIDIN, SE



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian Keuangan
Tahun Anggaran 2025
NO. SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET
1) (2) (3) (4)
1. | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang
Tersusunnya laporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
2. | bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir | SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 18 Laporan
tahun dengan baik Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

SEKRETARIS,

T

(ANDRIE FIRDAUS, S. Sos )

Angaran Keterangan
Rp 4.431.905.156,- APBD
Rp 46.694.800,- APBD

Rp 4.478.599.956,-

Malili, 12 Februari 2026
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

( SAENAL ABIDIN, SE)




LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026

1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

Yang dimaksud tersedianya gaji dan tunjangan merupakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap instansi pemerintah daerah yang akan
digunakan untuk pemberian honorarium kepada setiap ASN sebagai suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi
berdasarkan kinerja setiap pegawai. Sebagaimana yang di atur dalam UU.No.5 tahun 2024 tentang ASN pasal 79 menyebutkan pemerintah
wajib membayarkan gaji dengan adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Selain itu, juga disebutkan dalam Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 9 tahun 2025 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran
dan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025. Besarnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah di sesuaikan dengan besarnya PAD
(pendapatan asli daerah) yang diperoleh bagi suatu daerah. Dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN diharapkan dapat meningkatkan
produktifitas dan kreatifitas kinerja bagi setiap ASN.

Indikator Kinerja “Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN”
Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan
diwujudkan, antara lain :

Formula/Rumus

Uraian/Definisi

Relevansi Menggambarkan Kondisi

Perbandingan

Sumber data

Jumlah ASN aktif (PNS dan/atau PPPK) yang
secara sah tercantum dalam daftar gaji dan
menerima pembayaran gaji pokok serta
tunjangan (tunjangan
keluarga/jabatan/kinerja/struktural/fungsional,
dil.) pada periode tertentu di lingkungan
Pemerintah.

Pemberian gaji dan tunjangan yang
diberikan secara adil dan layak akan
mempengaruhi kesejahteran serta kualitas
kinerja bagi setiap individu. Dimana
besarnya gaji dan tunjangan yang diterima,
berdasarkan golongan dan kelas jabatan
setiap ASN suatu instansi pemerintah.

Jumlah ASN penerima
gaji dan tunjangan

Sub Bagian
Keuangan




Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah orang yang menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

Target tahun 2026 sebanyak 47 orang, disesuaikan

47 Orang dengan jumlah ASN yang ada.

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Yang dimaksud tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan
bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab suatu instansi pemerintah untuk menyediakan
laporan yang telah di susun secara terstruktur berdasarkan transaksi-transaksi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu
instansi dalam kurun waktu tertentu baik berupa laporan bulanan/triwulanan/semesteran. Berdasarkan undang-undang No.1 tahun 2004
tentang pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan akan menggambarkan kinerja keuangan,di mana suatu laporan
keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi,
serta menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan serta tingkat akuntabilitas suatu

instansi dalam pengelolaan sumber daya yang telah di alokasikan kepada instansi pemerintah

Indikator Kinerja : “Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD”.

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan
diwujudkan, antara lain :



Formula/Rumus

Perbandingan Sumber data

Uraian/Definisi Relevansi Menggambarkan Kondisi

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
adalah banyaknya laporan keuangan

Dengan tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunannya Jumlah Laporan
menandakan terlaksananya fungsi Keuangan
pengendalian, pengawasan, dan evaluasi | Bulanan/Triwulanan/Se
kinerja keuangan daerah, menghasilkan mesteran SKPD dan

periodik (bulanan, triwulanan, dan/atau | . . . L Sub Bagian
. informasi untuk pengambilan keputusan Laporan Koordinasi
semesteran) yang disusun dan . . . " Keuangan
disampaikan oleh SKPD, beserta laporan yang Ieb_l_h baik, serta_memenghl kewajiban | Penyusunan Laporan
hasil koordinasi pen l,Jsunan laporan akuntabilitas publik sesuai peraturan Keuangan
keuangan eriodikptergebut an ptelah perundang-undangan, sehingga | Bulanan/Triwulanan/Se
gan p » yang memungkinkan  perbandingan  realisasi mesteran SKPD

disahkan/ditandatangani pejabat
berwenang dan terdokumentasi secara
resmi dalam periode pelaporan.

dengan anggaran dan menilai efektivitas
pengelolaan dana publik secara berkala.

e Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Penjelasan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Target kinerja tahun 2026 sebanyak 18 laporan sesuai dengan
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Jumlah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan disesuaikan dengan jumlah laporan yang harus
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD disusun dalam 1 tahun anggaran.

18 Laporan




